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Abstrak 

Pangan merupakan kebutuhan fisik primer bagi manusia yang harus dipenuhi guna 

mempertahankan hidup, Pangan halal adalah pangan yang tidak mengandung unsur 

atau bahan yang haram atau dilarang untuk dikonsumsi umat Islam. Peraturan 

perlindungan hukum produk pangan halal di Indonesia belum sepenuhnya 

memberikan hak-haknyaa kepada masyarakat bahkan menimbulkan keresahan di 

masyarakat sehingga peraturan prodsuk halal tidak menjamin adanya perlindungan 

hukum dan tidak memberi kemanfaatan bagi masyarakat. Tujuan dari penelitian ini 

adalah untuk mengupayakan perlindungan hukum produk pangan halal dilihat dari 

aspek kemanfaatan hukum. Adapun rumusan masalah dari pemelitian ini adalah 1) 

Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen produk pangan halal dalam hukum 

positif di Indonesia dan 2) Bagaimana konstruksi ideal perlindungan hukum bagi 

konsumen produk pangan halal ditinjau dari aspek kemanfaatan. Penelitian ini 

mengunakan pendekatan normatif dengan analisis konseptual dan perundang-

undangan, serta teknik pengumpulan data mengunakan studi kepustakaan. Temuan 

dalam penelitian ini adalah dari hasil analisisi yang peneliti lakukan peraturan 

jaminan produk halal belum memberikan perlindungan hukum dan kemanfaatan 

hukum bagi masyarakat Indonesia karena masih banyak ditemukan peraturan 

jaminan produk halal yang tidak jelas, multitafsir, tidak harmonis dengan peraturan 

lainya, belum melakukan pembaruan terhadap peraturan pemerintah yang lama, dan 

syarat pendamping PPH yang terlalu umum sehingga tidak memberikan kepastian 

perlindungan hukum dan kemanfaatan bagi masyarakat. Seharusnya peraturan 

perlindungan produk pangan halal harus jelas, tidak multi tafsir, harmonis antar 

peraturan, dan mudah dipahami. Dengan demikian, melalui penelitian ini 

diharapkan mampu memberikan konsribusi pemikiran tentang meningkatkan 

perlindungan hukum melalui kemanfaatan hukum bagi produk pangan halal yang 

beredar di Indonesia.  

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, konsumen, Pangan Halal, Kemanfaatan 

Hukum 
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LATAR BELAKANG 

Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk 

pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik 

yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau 

minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan Pangan, bahan baku 

Pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, 

dan/atau pembuatan makanan atau minuman1. 

Pangan halal adalah pangan yang tidak mengandung unsur atau bahan yang 

haram atau dilarang untuk dikonsumsi umat Islam, baik yang menyangkut bahan 

baku pangan, bahan tambahan pangan, bahan bantu dan bahan penolong lainnya 

termasuk bahan pangan yang diolah melalui proses rekayasa genetika dan iradiasi 

pangan, dan yang pengelolaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum agama 

Islam2. 

Pangan meirupakan keibutuhan fisik primeir bagi manusia yang harus dipeinuhi 

guna meimpeirtahankan hidup. Dalam keibutuhan fisik primeir teirdiri dari beibeirapa 

aspe ik se ipeirti makanan, air, sandang, papan dan sanitasi3. Pangan meirupakan 

ke ibutuhan pokok manusia, tidak heiran jika peirtumbuhan industri pangan seilalu 

be irkeimbang se iiring deingan pe irtumbuhan manusia. dan peirtumbuhan industri 

pangan teirus be irmunculuan guna meime inuhi peirmintaan keibutuhan manusia 

teirse ibut4. 

Me iningkatnya industri pangan bisa dilihat dari makin banyaknya jumlah 

usaha, mikro, keicil, dan meine ingah (UMKM) di Indoneisia. Kareina keibanyakan 

UMKM be irge irak pada seiktor pangan, di tahun 2020 ada seikitar 36% UMKM yang 

be irgeirak dibidang pangan dan diikuti se iktor industri kayu dan barang dari gabus, 

 
1 Pasal 1, point 1, Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. 
2 Pasal 1, Point 5, Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Lebel dan Iklan 

Pangan. 
3 Endang Hermawan dan Rini Sulastri, “Pemberdayaan Masyarakat: Pentingnya Pemenuhan 

Kebutuhan Dasar Masyarakat”, DISTINGSI: Journal Of Digital Society, Vol 1 No. 3, (2023), hlm. 

3. 
4 Nabila Adelia DKK, “Pelatihan dan Pendampingan Digital Marketing Bagi Pelaku UMKM 

di Kelurahan Kepanjenlor Kota Blitar”, JIPM : Jurnal Informasi Pengabdian Masyarakat, Vol.1, 

No.2, (Mei 2023),  hlm. 21. 
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rotan, dan bambu (non-furnitur) meincapai 15%5. Pada tahun 2022, data UMKM 

yang sudah te irdaftar platform Onlinei Singlei Submission - Risk Base id Approach 

(OSS RBA) me incapai 8,71 juta unit dan pada tahun 2023 dipeirkirakan meincapai 

10 juta unit UMKM6. Data teirse ibut hanya data UMKM yang teirdaftar di OSS saja 

dan masih banyak UMKM yang be ilum teirdaftar di OSS. 

Iindone isi ia meirupakani ne igara deingan mayori itas peinduduknya be iragama iislam 

teirbanyak dii duni ia, meinurut data Thei Royal Iislamiic Strateigiic Studi ieis Ce intrei 

(RIiSSC) be irtajuk Thei Musliim 500 eidiisi i 2023 meinunjukkan, jumlah populasii 

musliim di i Iindone isi ia meincapaii 237,55 juta jiiwa atau seiki itar 86,7% masyarakat 

i indoneisi ia beiragama iislam7. Dalam iislam di iwajiibkan untuk meingkonsumsi i pangan 

yang halal seibagaiimana yang teirdapat dalam Q.S Al-baqaroh ayat 168; 

َٰٓأيَُّهَا ا ك ل وا   ٱلنَّاس   يَ  ضِ  فىِ مِمَّ رَأ لً  ٱلْأ تِ  تتََّبِع وا   وَلَ  طَي بِاً حَلَ  ط وَ  نِ  خ  بيِن   عَد و   لَك مأ  إنَِّه  ۥ  ۚٱلشَّيأطَ  مُّ  

 “Haii se ikali ian manusiia, makanlah yang halal  lagii  bai ik  dari i  apa  yang 

teirdapat  di i  bumi i,  dan  janganlah  kamu  me ingiikuti i  langkah-langkah  syaiitan;  

kareina se isungguhnya syaiitan iitu adalah musuh yang nyata bagiimu”. 

Prodak halal meirupakan suatu keibutuhan wajiib bagi i umat musliim dan 

meirupakan keibanggan suatu peirusahaan bi ila teirdapat leibeil halal dii dalam 

prodaknya. Halal adalah se isuatu yang bai ik, de ifi iniisi i te irse ibut me irupakan kata yang 

cocok untuk meije ilaskan makna halal. Me iski ipun pada awalnya leibe il halal 

ke igunaanya untuk meiliindungi i konsumein musliim de ingan beirlandaskan ajaran 

i islam, akan teitapii be ilakangan iinii halal bukan hanya seibagaii keiwajiiban bagii agama 

 
5 Adi Ahdiat, Mayoritas Industri Mikro-Kecil Bergerak di Sektor Makanan, 

https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/30/mayoritas-industri-mikro-kecil-bergerak-

di-sektor-makanan, diakses pada 30 Maret 2022. 
6 Annisa Anastasya, “Data UMKM, Jumlah dan Pertumbuhan Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah di Indonesia”, https://ukmindonesia.id/baca-deskripsi-posts/data-umkm-jumlah-dan-

pertumbuhan-usaha-mikro-kecil-dan-menengah-di-

indonesia#:~:text=Dilansir%20dari%20Kompas%2C%20Kementerian%20Koperasi,UMKM%20y

ang%20mendaftar%20di%20OSS. diakses pada 8 Juli 2023. 
7 Cindy Mutia Annur, Ini Jumlah Populasi Muslim di Kawasan ASEAN, Indonesia 

Terbanyak, https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/28/ini-jumlah-populasi-muslim-di-

kawasan-asean-indonesia-terbanyak, diakses pada 28 Maret 2023. 

https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/30/mayoritas-industri-mikro-kecil-bergerak-di-sektor-makanan
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2022/03/30/mayoritas-industri-mikro-kecil-bergerak-di-sektor-makanan
https://ukmindonesia.id/baca-deskripsi-posts/data-umkm-jumlah-dan-pertumbuhan-usaha-mikro-kecil-dan-menengah-di-indonesia#:~:text=Dilansir%20dari%20Kompas%2C%20Kementerian%20Koperasi,UMKM%20yang%20mendaftar%20di%20OSS
https://ukmindonesia.id/baca-deskripsi-posts/data-umkm-jumlah-dan-pertumbuhan-usaha-mikro-kecil-dan-menengah-di-indonesia#:~:text=Dilansir%20dari%20Kompas%2C%20Kementerian%20Koperasi,UMKM%20yang%20mendaftar%20di%20OSS
https://ukmindonesia.id/baca-deskripsi-posts/data-umkm-jumlah-dan-pertumbuhan-usaha-mikro-kecil-dan-menengah-di-indonesia#:~:text=Dilansir%20dari%20Kompas%2C%20Kementerian%20Koperasi,UMKM%20yang%20mendaftar%20di%20OSS
https://ukmindonesia.id/baca-deskripsi-posts/data-umkm-jumlah-dan-pertumbuhan-usaha-mikro-kecil-dan-menengah-di-indonesia#:~:text=Dilansir%20dari%20Kompas%2C%20Kementerian%20Koperasi,UMKM%20yang%20mendaftar%20di%20OSS
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/28/ini-jumlah-populasi-muslim-di-kawasan-asean-indonesia-terbanyak
https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2023/03/28/ini-jumlah-populasi-muslim-di-kawasan-asean-indonesia-terbanyak
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i islam saja, halal sudah me injadii gaya hiidup baru bagii warga I indone isi ia tanpa meili ihat 

latar beilakang agama8. 

Ne igara meirupakan peimeigang otori itas publi ik (publiic authori ity) yang 

meinge indaliikan kontrol atas masyarakat dan juga wiilayahnya. Keise ijahteiraan 

masyarakat meinjadii e iksi iste insi i bagii suatu ne igara. Ke ise ijahteiraan yang di imaksut 

meirupakan keipe itiingan umum (publiic iinteire ist) yang meinjadii tujuan neigara. Neigara 

harus beirori ieintasi i pada keise ijahteiraan masyarakat. Salah satu wujud dalam 

meinse ijahteirakan masyarakat adalah deingan me injamiin produk pangan yang be ire idar 

dan di ikonsumsi i ole ih masyarat Iindone isi ia aman untuk di i konsumsi i, aman darii mutu, 

gi izii, ke ise ihatan, keiamanan, dan juga keihalalannya9.  

Masyarakat Iindone isi ia meirupakan konsumein yang wajiib mendapatkan 

perlindungan hukumi dari peime iriintah mengenaii keimanan pangan halal, 

se ibagaiimana yang teirdapat dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 

teintang Pe irliindungan Konsume in yang beirbunyi i “Peirli indungan konsumein adalah 

se igala upaya yang meinjamiin adanya keipastiian hukum untuk meimbeiri i peirliindungan 

ke ipada konsumein”. 

Pangan yang be irmutu dan aman meirupakan hak se imua manusiia10. Iindone isi ia 

meinjamiin ke iamanan pangan dan wajiib di iliindungi i oleih ne igara seibagiimana yang 

di ijeilaskan dalam pasal 1 poiint 5 Undang-undang Nomo 18 Tahun 2012 Teintang 

Pangan yang beirbunyi i “Keiamanan Pangan adalah kondiisi i dan upaya yang 

di ipeirlukan untuk meinceigah Pangan darii ke imungkiinan ce imaran biiologi is, ki imiia, dan 

be inda laiin yang dapat meingganggu, meirugi ikan, dan meimbahayakan keise ihatan 

manusiia se irta tiidak be irteintangan deingan agama, keiyakiinan, dan budaya masyarakat 

se ihi ingga aman untuk diikonsumsi i”. 

 
8 Andoko, DKK, “Urgensi Pendafataran Sertifikasi Produk Halal sebagai Implementasi 

Undang-Undang Jaminan Produk Halal di Indonesia”, Jurnal Bandung Conference Series: Law 

Studies, Vol. 2 No. 2 (2022), hlm. 1356.  
9 Ari Mariyana Angriyani dan Elisatris Gultom, “Peran Negara Dalam Memberikan 

Perlindungan Pada Konsumen Atas Pengunaan Produk Pangan Tidak Berlebel Halal Berdasarkan 

Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal”, Widya Yuridika: Jurnal 

Hukum, Volume. 4, Nomor. 1, (Juni 2021), hlm. 22. 
10 Sari Kusumahat DKK, “Sertifikasi CPPOB dan Halal pada Produk Makanan Minuman: 

Upaya Meningkatkan Keunggulan Ekonomi Suatu Produk”, SEWAGATI: Jurnal Pengabdian 

Kepada Masyarakat, Vol. 7, No.1, (2023), hlm. 40. 
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Pe irliindungan konsume in juga me imiiliiki i landasan konstiitusi i yai itu yang 

teirdapat dalam ale ini ia keieimpat peimbukaan Undang-Undang Dasar Neigara 

Re ipubliik Iindoneisi ia Tahun 1945 (UUD Tahun 1945) yang beirbunyi i “.... diibeintuk 

suatu Pe imeiri intahan Neigara Iindoneisi ia yang me iliindungi i se igeinap bangsa Iindone isi ia 

...”. darii si ini i dapat di isi impulkan bahwa ne igara wajiib me injadii pe iliindung bagi i 

masyarakat Iindone isi ia11. 

Ne igara beirke iwajiiban me imbeiri i pe irliindungan dan jamiinan halal teirhadap 

produk pangan yang beire idar di i Iindone isi ia. Karena teirkadang pangan yang dii 

produksi i te irdapat unsur campuran teirteintu yang di ilarang neigara dan juga agama. 

Kare ina keite irbatasan peingeitahuan masyarakat untuk meingeitahuii apakah produk 

pangan teirse ibut halal atau tiidak, maka diipe irlukan leimbaga guna meingi ide intiifi ikasii 

produk te irseibut. Le imbaga iitulah yang nantiinya me inseirti ifiikasi i produk halal suatu 

produk pangan yang beireidar dii Iindone isi ia12.  

Perlindungan hukum produk pangan halal diatur dalam 4 (empat) peraturan 

perundang-undangan yaitu Undang-undang nomor 33 tahun 2014 tentang jaminan 

produk halal, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 

Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja 

menjadi Undang-Undang, Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 tentang 

Penyelengaraan jaminan produk halal, dan Peraturan Mentri Agama Nomor 20 

Tahun 2021 tentang sertifikasi halal bagi pelaku usaha Mikro dan Kecil. 

Permasalahan terkait perlindungan hukum produk pangan halal terletak pada 

peraturan perundang-undangannya. Dalam peraturan perlindungan hukum pangan 

halal masih menimbulkan keresahan serta tidak memberikan hak-hak masyarakat 

sebagaimana mestinya. Sebagai contoh yang terdapat dalam penambahan pasal 

antara pasal 4 dan pasal 5 disisipkan pasal 4A Undang-undang Nomor 6 Tahun 

2023 yang menyatakan bahwa “kewajiban sertifikasi halal didasari atas pernyataan 

Pelaku Usaha mikro dan kecil”. Dapat diartikan bahwa sertifikasi halal hanya 

didasari oleh pernyataan pelaku Usaha mikro dan kecil. 

 
11 Denico Doly, “Upaya Penguatan Perlindungan Konsumen Di Indonesia Terkait Dengan 

Klausula Baku”, Jurnal Negara Hukum: Vol. 3, No. 1, (Juni 2012), hlm. 45. 
12 Maisyarah Rahmi Hasan, “The Legal Regulation Of Halal Product Guarantees In 

Indonesia”, Jurnal DE JURE Critical Laws Journal, Vol. 3, No. 1, (2022), hlm. 90. 
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Peraturan mengenai perlindungan hukum produk pangan halal seharusnya 

tidak menimbulkan keresahan dan mampu memberikan hak-hak yang semestinya 

kepada masyarakat. Hal tersebut bertujuan untuk memastikan perlindungan hukum 

dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat sebagaimana Sudiikno Meirtokusumo 

mengatakan bahwa hukum adalah untuk manusiia, oleih kare ina iitu peilaksanaan 

hukum atau peineigakkan hukum harus meimbe irii manfaat atau keigunaan bagii 

masyarakat13. Sehingga hadirnya peraturan perlindungan pangan halal mampu 

memberikan perlindungan hukum dan juga kemanfaatan bagi masyarakat. 

Pe ine iliitiian te intang peirliindungan hukum konsume in teirhadap pe ireidaran pangan 

halal dii Iindoneisi ia juga sudah dilakukan oleh peneliti terdahulu, beiri ikut beibe irapa 

pe ineili itii teirdahulu yang reileivan deingan pe ine iliitiian penelitii di iantaranya;  

Arti ikeil jurnal yang diituliis ole ih Ameil Salda Naskhiila dan Toto Tohiir 

Suri iatmaja darii program seitudi i Iilmu Hukum Uniive irsi itas Iislam Bandung deingan 

judul “Peirli indungan Konsumein te irhadap Produk Halal dalam Me imeinuhii 

Ke inyamanan dan Keise ilamatan Diihubungkan deingan Undang-Undang Jamiinan 

Produk Halal (UU JPH)”, yang diiteirbi itkan oleih jurnal Bandung Confeire incei Se iriie is: 

Law Studi ieis Vol. 3, No. 1 tahun 2023. te imuan darii pe ine iliitiian i ini i adalah 

meimpe irjeilas be itapa peinti ingnya peirmasalahan halal dan haram yang teirjadii dii 

masyarakat, se irta peiran peime iriintah dalam meinjamiin ke ise ilamatan, keinyamanan, 

dan keilancaran dalam meinjalankan ajaran agama. Produsein waji ib untuk meilakukan 

se irtiifi ikasi i halal atas produknya, agar teirciiptanya peirli indungan hukum bagii peimakaii 

produk teirse ibut. Untuk meilakukan seirti ifiikasi i halal teirdapat beibe irapa leimbaga yang 

be irwe inang yaiitu BPJPH, LPH, dan MUIi. 

Teisi isi i yang di ituliis ole ih Andar Zulkarnaiin Hutagalung Mahasiiswa Magi iste ir 

Hukum E ikonomii Syari iah UIiN Syari if Hi idayatullah Jakarta deingan judul “Analiisi is 

Undang-undang Jamiinan Produk Halal dan Ci ipta Keirja (Antara Keinyataan dan 

Ke ibe irlanjutan). Adapun teimuan pada peine iliiti ian iinii adalah jamiinan surtiifi ikasii halal 

se ibe ilum teirbe intuknya Undang-undang JPH dan ciipta keirja diilaksanakan seicara 

suka reila dan tiidak ada keipastiian hukum adapun probleimatiika dalam peine irapan 

 
13 Supriyono, “Terciptanya Rasa Keadilan, Kepastian, dan Kemanfaatan dalam Kehidupan 

Masyarakat”, Jurnal Ilmiah FENOMENA, Volume XIV, Nomor 2, (November 2016), hlm. 1580. 
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Undang-undang JPH dan ciipta keirja yaiitu ada tiiga yaiitu faktor yuriidi is, fi ilosofiis dan 

sosi iologi is. 

Arti ikeil jurnal yang diituliis ole ih Agus He irmawan darii prodi i manajeime in 

Fakultas Eikonomi i Uni iveirsi itas Ne ige iri i Malang de ingan judul “Peirse ipsi i Pe irliindungan 

Konsume in Teirhadap Halal Produk Pangan dii Iindone isi ia”. yang diiteirbi itkan oleih 

I iCIiE iHIi: Iinte irnatiional Confeire incei on Iislam, Eiconomy, and Halal Iindustry (KnE i 

Soci ial Sciieince is) tahun 2020. Teimuan dalam peineili itiian iini i adalah beintuk upaya 

untuk meimbeiri i peirliindungan pangan halal keipada konsumein yaiitu deingan 

meilakukan sosiialiisasi i keipada seiluruh kalangan masyarakat tanpa teirkeicualii, kareina 

masyarakat meimpunyaii hak untuk meimpe iroleih i informasii kandungan atau bahan 

yang teirdapat dalam produk. Keindala yang diialamii adalah banyaknya para peilaku 

usaha yang meimalsukan keihalal produk dan produse in ti idak konsi iste in meinjaga 

ke ihalalan produk seiteilah diiteirbi itkan seirtiifi ikasii halal. Neigara wajiib meimbe iriikan 

pe irliindungan keipada konsumein agar konsume in tiidak diijadiikan objeik untuk 

meindapatkan keiuntungan beisar dari i produse in nakal. 

Di ise irtasii yang diituliis oleih Mospa Darma mahasiiswa Pasca sarjana program 

studi i hukum i islam Uni iveirsi itas Iislam Ne igeiri i Me idan tahun 2021 de ingan judul 

“Pe irliindungan Hukum Teirhadap Konsumein Musli im Darii Produk Pangan Yang 

Tiidak Beirle ibeil Halal Dalam Peirspe ikti if Undang-Undang No.33 Tahun 2014 

Teintang Jamiinan Produk Halal (Studii Kasus di i Kota Meidan)”. Teimuan dalam 

pe ineili itiian iini i adalah darii se iki ian banyak Undang-undang, peiraturan peime iriintah, dan 

pe iraturan meintri i yang me ingatur teintang se irti ifiikasi i halal beilum ada pasal yang 

meingatur se icara khusus teintang produk yang tiidak be irleibe il halal. Majeiliis Ulama 

I indone isi ia kota Meidan teilah meilakukan upaya seibaiikmungki in untuk meilakukan 

pe ingawasan dan peindataan teirhadap produk yang di ikonsumsi i masyarakat Kota 

Me idan agar teirli indung darii produk yang tiidak beirse irtiifi ikasii halal. Peirliindungan 

konsume in musliim teirhadap produk yang tiidak beirleibe il halal dalam peirspe iktiif 

Undang-undang jamiinan produk halal diiatur dalam beibeirapa pasal yaiitu pasal 25, 

pasal 26, pasal 27. Be ilum di iteimukannya pasal se icara khusus yang me ibahasan 

teintang peirli indungan konsumein musli im produk yang ti idak beirleibe il halal baiik 
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se icara leigal maupun tiindakan. Dan dalam hukum iislam peirmasalahan meingeinai i 

halal dan haram sudah diijeilaskan seicara gamblang dalam Al-Qur’an dan hadiist. 

Arti ikeil jurnal yang diituliis ole ih Tutiik Nurul Janah darii Iinsti itut Peisantre in 

Mathalii’ul Falah Patii deingan judul “Upaya Peirliindungan Konsume in Musliim Dan 

Non-Musli im Me ilaluii Se irtiifi ikasi i Halal Dan Transparansii Komposi isi i Produk 

Makanan” yang diite irbiitkan oleih Iislamiic Re iviie iw: Jurnal Ri ise it dan Kajiian 

Ke ii islaman Vol. 9, No.1 Tahun 2020. Hasi il teimuan darii pe ine iliitiian iini i adalah 

se irtiifi ikasi i halal hanya meimbeiri ikan peirliindungan konsumein musliim, deingan 

se irtiifi ikasi i halal hak konsumein musli im biisa teirli indungii dan pe irliindungan konsumein 

non musliim dapat diipe inuhi i darii transparansi i komposiisi i produk, de ingan meiliihat 

se icara hatii-hatii transparansii komposi isi i produk dapat meinjadii peirli indungan 

konsume in bagii non musli im. Yang pali ing utama dalam meinjamiin pe irli indungan 

konsume in adalah siikap waspada konsumein dalam meimi iliih produk di isaat 

pe imeiri intah beilum seipeinuhnya meine irapkan pe irliindungan konsumein. 

De ingan meili ihat beibe irapa peineili itiian te irdahulu yang diiteimukan dapat 

di isi impulkan bahwa peirliindungan konsumein produk pangan halal di i Iindone isi ia 

masiih di ite imuii banyak peirmasalahan yang harus se ige ira se ileisai ikan. Kare ina pangan 

meirupakan keibutuhan pokok manusiia yang paliing utama dan meinjadii tangung 

jawab neigara untuk meinjamiinya. Pangan harus se ilalu teircukupii deingan nutriisi i yang 

baiik se irta harga yang teirjangkau dan seisui i deingan ni ilaii-niilaii agama, keipe ircayaan 

dan adat iisti iadat masyarakat14.  

Be irdasarkan latar beilakang diiatas peinuli is teirtariik untuk meine iliitii le ibiih lanjut 

teirkai it peirliindungan hukum bagii konsumein produk pangan halal dalam hukum 

posi itiif di i Iindoneisi ia dan kontruksii iide ial peirliindungan hukum bagii konsumein produk 

pangan halal diitiinjau darii aspe ik keimanfaatan, deingan meingambiil judul 

“Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Produk Pangan Halal Ditinjau Dari 

Aspek Kemanfaatan”. 

 
14 Aigus Hermaiwain, “Persepsi Perlindungain Konsumen Terhaidaip Hailail Produk Paingain di 

Indonesiai”, ICIEHI: Internaitionail Conference on Islaim, Economy, aind Hailail Industry (KnE Sociail 

Sciences), (2020), hlm. 235. 



 

8 
 

RUMUSAN MASALAH  

1. Bagaiimana peirli indungan hukum bagii konsumein produk pangan halal dalam 

hukum posi itiif di i Iindoneisi ia ? 

2. Bagaiimana konstruksii i ideial peirliindungan hukum bagii konsumein produk 

pangan halal diitiinjau darii aspe ik ke imanfaatan ? 

METODE PENELITIAN 

Pe ine iliitiian adalah sarana yang diipe irgunakan manusiia untuk meimpe irkuat, 

meimbi ina seirta meinge imbangkan iilmu peinge itahuan. Suatu peine iliitiian teilah diimulaii 

apabiila seise iorang be irusaha untuk meimeicahkan suatu masalah, seicara si isteimatiis, 

de ingan meitodei-meitodei dan teikni ik-teikni ik teirte intu seicara iilmiiah. Deingan de imiiki ian 

suatu keigi iatan iilmiiah meirupakan usaha untuk meinganaliisa seirta meingadakan 

konstruksi i, se icara meitodologii, si iste imatiis dan konsi istein15.  

Me itodei pe ineili itiian meirupakan sutu pokok yang peinti ing dalam meilakukan 

pe ineili itiian, deingan meitode i peine iliitiian akan meindapatkan hasiil yang valiid dan dapat 

di ipeirtangung jawabkan. Meitodei peine iliitiian meirupakan cara iilmiiah yang diigunakan 

untuk meindapatkan suatu data de ingan tujuan dan keigunaan teirteintu16. Adapun 

meitode i yang diigunakan dalam peine iliiti ian iini i yaiitu; 

1. Jenis Penelitian 

Pe ine iliitiian iini i adalah peine iliitiian hukum (pe ineili itiian yuriidi is), yang meirupakan 

ke igiiatan untuk meime icahkan suatu i isu hukum yang diihadapii, deingan 

meingi ide intiifi ikasii pe irmasalahan yang teirjadii

17. Je ini is pe ine iliitiian yang diigunakan 

dalam peine iliitiian i inii adalah peine iliiti ian hukum normatiif. Pe ine iliitiian hukum normatiif 

adalah peine iliiti ian yang diilakukan deingan te ilaah bahan pustaka dan se ikundeir18. 

2. Pendekatan Penelitian 

 
15 Aini Purwaini, “Metode Penelitiain Hukum TEORI & PRAiKTEK”, (Suraibaiyai: CV. Jaikaid 

Mediai Publishing, 2020), hlm. 3. 
16 Sugiyono, “Metode Penelitiain Kaintitaitif kuailitaitif Dain R&D”, (Baindung: Ailfaibetai, 2014), 

hlm. 2. 
17 Peter Maihmud Mairzuki, “Penelitiain Hukum”, (Edisi Revisi Cetaikain ke VI, Jaikairtai: 

Kencainai, 2010), hlm. 63. 
18 Soerjono Soekainto dain Sri Paimudji, “Penelitiain Hukum Normaitif”, (Jaikairtai: Raijaiwaili 

Pres, 2006), hlm. 18. 
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Pe inde ikatan peineili itiian yang di igunakan dalam peine iliitiian i ini i adalah 

pe indeikatan peirundang-undangan yang akan me imbahas teintang asas hukum, norma, 

pe iraturan peirundang-undangan, dokumein atau jurnal teirkai it, buku dan sumbeir 

re ismii laiinnya yang ada keite irkaiitannya deingan peine iliiti ian iini i.  

Pe ine iliitiian i inii juga meingunakan pe indeikatan normatiif yuri idi is dalam hukum 

i islam. Peindeikatan normatiif diigunakan untuk meingkajii norma Hukum Agama yang 

teirdapat dalam Al-Qur’an, Hadiist, I ijma’, Qi iyas, hukum Adat darii aspeik sumbe ir 

hukum dan niilaii fi ilosofiinya19. 

3. Bahan Hukum 

Dalam peine iliitiian yuriidi is normati if sumbeir peine iliiti ian hukum diipeirole ih darii 

ke ipustakaan bukan darii data lapangan, iisti ilah iinii di ike inal deingan bahan hukum20. 

Adapun bahan hukum dalam peine iliitiian i inii yaiitu; 

a. Bahan hukum priimeir 

Bahan hukum priimeir murupakan bahan hukum yang beirsi ifat autoriitatiif yang 

be irartii meimpunyaii otoriitas. Dapat juga diiartiikan seibagaii bahan hukum yang 

di igunakan seibagaii sumbe ir utama dalam peine iliitiian21. Dalam peineili itiian iini i ada 

be ibeirapa bahan hukum priime ir yang di igunakan yaiitu Undang-Undang Nomor 

8 Tahun 1999 teintang Peirli indungan Konsumein, Undang-undang Nomor 33 

Tahun 2014 Teintang Jamiinan Produk Halal, Undang-undang Nomor 6 Tahun 

2023 teintang Pe ineitapan Peiraturan Peime iri intah Peinggantii Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2022 teintang Ciipta Ke irja meinjadii Undang-Undang, 

Pe iraturan Peimeiri intah Nomor 39 Tahun 2021 teintang Peinye ileingaraan 

jamiinan produk halal dan Peiraturan Meintrii Agama Nomor 20 Tahun 2021 

teintang se irtiifi ikasii halal bagii pe ilaku usaha Mi ikro dan Ke iciil 

b. Bahan hukum seikunde ir 

 
19 ilmusyairiaihdoktorail.uin-sukai.aic.id, “Metode Perba indingain dailaim Kaijiain Hukum Islaim”, 

https://ilmusyairiaihdoktorail.uin-sukai.aic.id/id/liputain/detaiil/1643/metode-perbaindingain-dailaim-

kaijiain-hukum-

islaim#:~:text=Penelitiain%20hukum%20Islaim%20daipait%20dilaikukain,yuridis%20sertai%20pende

kaitain%20empiris%2Dsosiologis, diaikses paidai 1 Juni 2022. 
20 Peter Maihmud Mairzuki, Op Cit, hlm. 141. 
21 Ibid, 

https://ilmusyariahdoktoral.uin-suka.ac.id/id/liputan/detail/1643/metode-perbandingan-dalam-kajian-hukum-islam#:~:text=Penelitian%20hukum%20Islam%20dapat%20dilakukan,yuridis%20serta%20pendekatan%20empiris%2Dsosiologis
https://ilmusyariahdoktoral.uin-suka.ac.id/id/liputan/detail/1643/metode-perbandingan-dalam-kajian-hukum-islam#:~:text=Penelitian%20hukum%20Islam%20dapat%20dilakukan,yuridis%20serta%20pendekatan%20empiris%2Dsosiologis
https://ilmusyariahdoktoral.uin-suka.ac.id/id/liputan/detail/1643/metode-perbandingan-dalam-kajian-hukum-islam#:~:text=Penelitian%20hukum%20Islam%20dapat%20dilakukan,yuridis%20serta%20pendekatan%20empiris%2Dsosiologis
https://ilmusyariahdoktoral.uin-suka.ac.id/id/liputan/detail/1643/metode-perbandingan-dalam-kajian-hukum-islam#:~:text=Penelitian%20hukum%20Islam%20dapat%20dilakukan,yuridis%20serta%20pendekatan%20empiris%2Dsosiologis
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Bahan hukum seikunde ir adalah bahan yang di igunakan untuk meinguatkan 

bahan hukum priimeir dan juga dapat di igunakan untuk meimpe irjeilas konse ip 

dalam peine iliiti ian22. Ada banyak bahan se ikundeir yang di igunakan dalam 

pe ineili itiian iini i di iantaranya buku-buku, diise irtasii, te isi is, jurnal, iinte irneit, Al-

Qur’an, Hadi ist, dan dokumein-doke imein yang beirkai itan deingan peirli indungan 

hukum bagii konsume in se irta peiraturan pe irundang-undangan laiin yang 

be irkaiitan deingan peirli indungan hukum bagi i konsumein teintang produk pangan 

halal. 

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 

Teikni ik pe ingumpulan bahan hukum dalam pe ineili itiian iini i meingunakan 2 (dua) 

teikni ik pe ingumpulan bahan hukum yaiitu; 

a. Studi i Ke ipustakaan (Liibrary Reise iarch) 

Cara peingumpulan bahan hukum dalam pe ineili itiian iini i adalah deingan cara 

pe ineilusuran pustaka (Liibrary Reise iarch). Studi i pustaka diilakukan deingan 

cara peingumpulan bahan priimeir dan se ikunde ir yang beirkaiitan de ingan iisu 

hukum se isuai i de ingan teima peine iliiti ian. Bahan hukum di ipeirole ih darii kole iksi i 

pri ibadii peinuli is, pe irpustakaan pusat Uniiveirsi itas Muhammadiiyah Malang, dan 

pe irpustakaan pascasarjana Uni iveirsi itas Muhammadiiyah Malang 

b. Akse is Iinte irne it 

Pe ingumpulan bahan hukum dalam pe ineili itiian i inii di ilakukan de ingan 

meingakse is we ibsi ite i-we ibsi itei, jurnal onliine i, dan be iri ita–beiriita yang be irkaiitan 

de ingan peirmasalahan yang di iteiliiti i dan di iteirbi itkan oleih me idiia onli inei. 

Ke imudiian bahan hukum teirse ibut di ipe ilajarii, di ianaliisi is dan di irumuskan 

ke idalam bahasan yang si isteimatiis dan be irkaiitan deingan te ima dan rumusan 

masalah dalam peineili itiian iini i. 

5. Analisis Pengolahan Bahan Hukum 

Se iteilah bahan hukum diikumpulkan, ke imudiian pe ine iliitii me ilakukan 

pe ingolahan bahan hukum deingan cara eidi iti ing yaiitu meineili itii keimbalii bahan hukum 

yang sudah diidapatkan. Keimudi ian siiste imatiis yaiitu peineili itii meilakukan seile iksii 

 
22 Soerjono Soekainto dain Sri Paimudji, Op Cit, hlm. 12. 
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teirhadap bahan hukum yang sudah ada. Ke imudiian peingolahan teirahiir deingan cara 

de iskri ipsi i yaiitu meingambarkan hasiil peine iliiti ian deingan bahan hukum yang sudah 

di idapat keimudi ian meinganaliisi isi inya. 

Se iteilah di iolah keimudiia bahan hukum yang ada di ianaliisi is de ingan analiisi is 

kualiitatiif. Analiisi is kualiitatiif adalah meilakuakn peine iliiti ian deingan bahan hukum 

yang teilah diidapat deingan meingacu deingan teiori itiis yang ada23. Ke imudi ia data yang 

sudah ada di iolah seicara deiskri iptiif, agar me indapat gambaran yang te irarah dan 

mudah diipahamii untuk meinjawab peirmasalahan yang diiteili itii. 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen  

Me inurut C.S.T. Kansi il pe irliindungan hukum adalah upaya darii aparat peine igah 

hukum untuk meimbe iriikan ke iamanan keipada masyarakat dalam beintuk fi iki iran dan 

fi isi ik darii ancaman dan ganguan darii pi ihak laiin24. Se idangkan Me inurut Satjiipto 

Rahardjo peirli indungan hukum meirupakan upaya untuk meimbeiri ikan hak asasii 

manusiia yang diirugiikan oleih orang lai in seihi ingga masyarakat meindapatkan 

pe irliindungan atas hak-haknya yang diibe iriikan oleih hukum25. 

Iisti ilah konsumein be irasal darii bahasa beilanda yaiitu Konsume int. Para ahlii 

hukum pada umumnya seipakat meingartiikan konsumein adalah “Peimakaii akhiir darii 

be inda dan jasa (Uiiteii indeili ijkei Geibrui ike ir van Goeirde ire in e in Di ieinste in) yang 

di ise irahkan keipada meire ika oleih peingusaha (onde irname ir)”26. Dalam pasal 1 poiint 2 

Undang-undang nomor 8 tahun 1999 teintang peirli indungan konsumein, diije ilaskan 

bahwa “Konsumeinn adalah se itiiap orang pe imakaiiii barang dan/atau jasa yang 

teirse idi ii ia dalam masyarakat, baiii ik bagii keipe intiingan diii irii se indiii iri i, keiluarga, orang 

laiii in, maupun makhluk hiidup laiii in dan ti idak untuk di ipe irdagangkan”. Upaya untuk 

meili iiindungi i konsume in sangat butuh dukungan, untuk meini ingkatkan keisadaran, 

 
23 Mukti Faijair dain Yuliainto Aichmaid, “Duailisme Penelitiain Hukum Normaitif & Empiris”, 

(Yogyaikairtai : Pustaikai Pelaijair, 2010), hlm. 181. 
24 CST. Kainsil, Op. Cit, hlm. 102. 
25 Saitjipro Raihairdjo, “Sisi-Sisi Laiin dairi Hukum di Indonesiai”, (Jaikairtai:Kompais, 2003), hlm. 

121. 
26 Niru Ainitai Sinaigai dain Nunuk Sulisrudaitin, “Pela iksainaiain Perlindunga in Konsumen di 

Indonesia i”, Jurnail Ilmiaih Hukum Dirgaintairai, Vol 5, No.2, Mairet 2015, hlm. 75. 
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pe ingeitahuan, keipe iduliian, dan keimandiiriian konsumein untuk meiliindunggi i diiri inya 

se irta keisadaran peilaku usaha agar beirtangung jawab27. 

Dalam pasal 1 poi int 1 Undang-undang nomor 8 tahun 1999 te intang 

pe irliindungan konsume in meinje ilaskan bahwa “peirli indungan konsumein adalah 

se igala upaya yang meinjamiin adanya keipastiian hukum untuk meimbeiri i peirliindungan 

ke ipada konsumein”. Hadiirnya Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 te intang 

pe irliindungan konsumein me impunyaii pe iranan yang sangat peintiing dalam 

meimbe iriikan pe irliindungan hukum keipada konsume in. Undang-undang iini i meinjadii 

landasan hukum bagii organi isasi i swadaya konsumein de ingan tujuan 

meimbe irdayakan konsumein meilaluii pe indiidi ikan dan biimbiingan konsumein28.  

Pe ine igakan hukum meine impatkan satu piihak di i atas yang laiin atau seibaliiknya, 

namun tiidak meinghi ilangkan haknya keipada masiing-masi ing piihak bai ik i itu produsein 

dan konsumein. Deingan harapan peine igakan peirliindungan hukum mampu 

meimbe iriikan manfaat keipada seiluruh lapiisan masyarakat. Seibagaiimana 

pe indapatnya Sudiikno Me irtokusumo meingatakan bahwa dalam proseis pe ilaksanaan 

atau peineigakan hukum, masyarakat meingharapkan adanya manfaat. Hukum adalah 

untuk manusiia, ole ih kareina i itu peilaksanaan hukum atau peine igakkan hukum harus 

meimbe irii manfaat atau keigunaan bagi i masyarakat. Jangan sampaii dalam 

pe ilaksanaan atau peineigakan hukum malah justru meini imbulkan keireisahan dii 

masyarakat iitu seindi irii

29. Manfaat laiin darii peirli indungan hukum bagii konsumein 

yaiitu mampu meinumbuhkan keisadaran pe ilaku usaha, meiniingkatkan transparansii 

produk, dan juga meimbe irii ke ipastiii ian hukum bagii konsume in. 

Upaya peirliindungan di ilakukan deingan be ibeirapa asas seibagaiimana yang 

di ijeilaskan dalam pasal 2 Undang-undang pe irliindungan konsume in yang beirbunyi i 

“Pe irliindungan konsumein beirasaskan manfaat, keiadi ilan, keise ii imbangan, keiamanan 

 
27 Waihyu Simon Taimpubolon, “Upaiyai Perlindungain Hukum Ba igi Konsumen Ditinja iu Dairi 

Undaing undaing Perlindungain Konsumen”, Jurnail Ilmiaih Aidvokaisi, Vol. 04, No. 01, (Mairet 2016), 

hlm. 56. 
28 Dinaie Aimaindhis Putri Suci, Raichmi Sulistyairini, dain Yenny Etai Widyainti, “Legail 

Protection for Consumers Regairding the A ibsence of Laibels Contaiining Product Informaition on 

Paickaiging”, Internaitionail Journail of Business, Laiw, aind Educaition, Vol 4, No 2, (2023), hlm. 756. 
29 Supriyono, “Terciptainyai Raisai Keaidilain, Kepaistiain, dain Kemainfaiaitain dailaim Kehidupain 

Maisyairaikait”, Jurnail Ilmiaih FENOMENAi, Volume XIV, Nomor 2, (November 2016), hlm. 1580. 
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dan keise ilamatan konsumein, se irta keipastiian hukum”. Peinje ilasan liima asas 

pe irliindungan konsumein di ijeilaskan dalam peinje ilasan pasal 2 Undang-undang 

pe irliindungan konsumein yang beirbunyi i; 

1. “Asas manfaat diimaksudkan untuk meingamanatkan bahwa seigala upaya 

dalam peinye ileinggaraan peirliindungan konsume in harus meimbe iriikan manfaat 

se ibe isar-beisarnya bagii keipe intiingan konsume in dan peilaku usaha seicara 

ke ise iluruhan. 

2. Asas ke iadi ilan diimaksudkan agar partiisi ipasi i se iluruh rakyat dapat diiwujudkan 

se icara maksiimal dan meimbeiriikan ke ise impatan keipada konsumein dan peilaku 

usaha untuk meimpeiroleih haknya dan me ilaksanakan keiwaji ibannya seicara 

adiil. 

3. Asas ke ise ii imbangan diimaksudkan untuk meimbe iriikan keise ii imbangan antara 

ke ipeinti ingan konsumein, peilaku usaha, dan peimeiri intah dalam artii mateiri iiil 

ataupun spiiri itual. 

4. Asas ke iamanan dan keise ilamatan konsumein diimaksudkan untuk meimbe iriikan 

jamiinan atas keiamanan dan keise ilamatan keipada konsumein dalam 

pe inggunaan, peimakaiian dan peimanfaatan barang dan/atau jasa yang 

di ikonsumsi i atau diigunakan. 

5. Asas ke ipastiian hukum diimaksudkan agar baiik pe ilaku usaha maupun 

konsume in meinaatii hukum dan meimpe iroleih keiadi ilan dalam peinyeile inggaraan 

pe irliindungan konsumein, se irta neigara meinjamiin keipasti ian hukum”. 

Tujuan darii peinye ileingaraan peirli indungan konsumein adalah untuk 

meini ingkatkan martabat dan keisadaran konsume in se irta meindorong pe ilaku usaha 

dalam meilakukan keigi iatan usaha deingan pe inuh tangung jawab30. Dalam pasal 3 

Undang-undang peirliindungan konsume in juga diijeilaskan bawah tujuan 

pe irliindungan konsumein yai itu; 

a. “Me iniingkatkan keisadaran, keimampuan dan keimandiiri ian konsume in untuk 

meili indungii di iri i. 

b. Me ingangkat harkat dan martabat konsume in deingan cara meinghi indarkannya 

darii e ikse is ne igatiif peimakaiian barang dan/atau jasa. 

c. Me ini ingkatkan peimbeirdayaan konsumein dalam meimiiliih, me ineintukan, dan 

meinuntut hak-haknya seibagaii konsume in. 

d. Me inciiptakan siiste im peirli indungan konsumein yang me ingandung unsur 

ke ipastiian hukum dan ke iteirbukaan i informasi i se irta akseis untuk me indapatkan 

i informasii. 

e. Me inumbuhkan keisadaran peilaku usaha meinge inaii pe intiingnya pe irliindungan 

konsume in seihi ingga tumbuh siikap yang jujur dan beirtanggungjawab dalam 

be irusaha. 

 
30 Ermain Raijaigukguk dkk, “hukum Perlindungain Konsumen”, (Baindung: Maindair Maiju, 

2000), hlm. 7. 
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f. Me ini ingkatkan kualiitas barang dan/atau jasa yang meinjamiin ke ilangsungan 

usaha produksi i barang dan/atau jasa, keise ihatan, keinyamanan, keiamanan, dan 

ke ise ilamatan konsumein”. 

Masyarakat Indonesia mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan 

hukum. Sebagaimana pendapatnya Se idangkan Meinurut Satjiipto Rahardjo 

pe irliindungan hukum meirupakan upaya untuk meimbeiri ikan hak asasii manusiia yang 

di irugiikan ole ih orang laiin se ihi ingga masyarakat meindapatkan peirliindungan atas hak-

haknya yang diibeiri ikan oleih hukum. Adapun hak-hak komsumen yang dijelaskan 

dalam pasal 4 Undang-undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen 

adalah; 

a. “Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi 

barang dan/atau jasa. 

b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau 

jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang 

dijanjikan. 

c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai konsidi dan jaminan 

barang dan/atau jasa. 

d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang 

digunakan. 

e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian 

sengketa perlindungan konsumen secara patut. 

f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen. 

g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak 

diskriminatif. 

h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, 

apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau 

tidak sebagaimana mestinya. 

i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan 

lainnya”. 

Selain itu masyarakat juga mempunyai kewajiban dalam mengkonsumsi atau 

membeli produk pangan sebagaimana yang dijelaskan dalam pasal 5 Undang-

undang nomor 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen yaitu; 

a. “Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau 

pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.  

b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.  

c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.  

d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen 

secara patut”. 
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B. Pangan Halal dalam Islam 

Konse ip Halal adalah tiidak hanya teirkai it deingan makanan atau produk 

pangan, namun hal iini i leibiih darii se ikeidar pangan dan meincakup seimua aspeik 

ke ihiidupan se ise iorang Musli im. Tujuan darii me imatuhii pe idoman Halal, teirutama 

untuk asupan makanan seihari i-harii bagii umat iislam adalah untuk meinjaga eise insi i 

I islam, untuk meiliindungi i Si ikap Iislamii, untuk meinopang keihi idupan, untuk meinjaga 

harta beinda dan geine irasi i meindatang seirta meinjaga harkat dan martabat31. 

Halal dan haram dalam Iislam meirupakan hal yang sangat peinti ing, kareina 

masalah halal dan haram meili iputii se ibagi ian beisar agama Iislam. Pada dasarnya 

dalam ajaran Iislam teirbagii dalam 3 (tiiga) ke ilompok yaiitu; peirtama, peiri intah-

pe iriintah (al-awâmi ir) yang wajiib di itaatii dan di ilaksanakan oleih se iluruh umat iislam. 

Ke idua, larangan-larangan (al-nawâhî) lawan dari i pe iri intah yaiitu diiwaji ibkan untuk 

di ijauhii dan diitiingalkan. Dan keitiiga, pe intunjuk-peitunjuk (al-iirsyâdât) se ibagaii 

pe itunjuk umat manusiia di i duniia dan akhiirat untuk meincapaii keibahagiiaan32. 

Halal beirasal darii bahasa Arab yang beirmakna ‘meile ipaskan” atau “tiidak 

teiri ikat”. Halal seicara eitiimologii adalah hal yang dii pe irboleihkan untuk di ilakukan, 

kareina tiidak teiri ikat deingan keiteintuan yang laiin dan beirsi ifat beibas. Iislam 

meingajarkan bahwa seigala seisuatu haruslah halalan tayyiiban. Yang di imaksut 

de ingan halalan tayyiiban adalah se igala se isuatu yang di ibe inarkan seicara hukum 

i islam dan tiidak beirteintangan deingan ni ilaii dan moraliitas iislam. Lawan darii halalan 

tayyiiban adalah haram, haram meirupakan se igala seisuatu yang diike irjakan akan 

meini imbulkan dosa. Seigala seisuatu biisa me injadii haram kareina diise ibabkan banyak 

hal biisa kareina zatnya atau darii prose isya33. 

Halal dan baiik atau diise ibut halalan thayyiiban meirupakan syarat mutlak yang 

harus di ilaksanakan oleih se iti iap musliim. Halal diisi inii di ijeilaskan bahwa hal yang 

 
31 Mohd Imrain Khain dain Aibid Haileem, “Understainding “Hailail” aind “Hailail Certificaition 

& Aiccreditaition System”- A i Brief Review”, Saiudi Journail of Business aind Mainaigement Studies, 

Vol-1, Iss-1(Feb-Aipr, 2016), paige. 33. 
32 Painji Aidaim Aigus Putrai, “Keduduka in Sertifika isi Ha ilail Dailaim Sistem Hukum Na isionail 

Seba igaii Upaiyai Perlindunga in Konsumen Dailaim Hukum Isla im”, AiMWAiLUNAi: Jurnail Ekonomi 

dain Keuaingain Syairiaih, Vol.1, No. 1, (Jainuairi 2017),  hlm. 151. 
33 Ailiyudin, Tesis: “Perain MUI Dailaim Pelaiksainaiain Sertifika isi Hailail Paisca i Undaing-undaing 

No 33 Ta ihun 2014 (Studi Paidai MUI Provinsi Laimpung)”, (Laimpung: UIN RAiDEN INTAiN 

LAiMPUNG, 2022), hlm. 1-2. 
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di iboleihkan dan tiidak beirte intangan deingan agama iislam. Se idangkan thayyiib le ibiih 

ke ipada suatu kualiitas produk, yang beirmanfaat keipada keise ihatan dan tiidak 

meimbahayakan bagii se itiiap orang yang meingkonsumsi inya34. 

Banyak ayat Al-Qur’an yang meimeiri intahkan untuk meingkonsumsi i pangan 

yang halal diiantaranya teirdapat dalam QS. Al-Ma’i idah ayat 88; 

ا وَك ل وا  َ  وَاتَّق وا   ۚطَي بِاً  حَلَلً  اللَّّ   رَزَقَك م   مِمَّ مِن ونَ   بهِِ  أنَأت مأ  الَّذِي اللَّّ ؤأ م   

“Dan makanlah makanan yang halal lagii baiik dari i apa yang Allah teilah 

re izeiki ikan keipadamu, dan beirtakwalah ke ipada Allah yang kamu 

be iriiman keipada-Nya”. 

Dalam Tafsiir Al-azhar karya Buya Hamka meingungkapkan bahwa “Dan 

makanlah oleih di iri imu se igala seisuatu yang Allah SWT be iriikan untukmu yang halal 

dan thayyiib”. Makanan meirupakan suatu keibutuhan bagii manusiia dalam 

meinjalankan peiri intahnya keipada Allah SWT. Oleih kareinanya, piiliihlah makanan-

makanan yang Allah SWT karuniiakan dii muka bumii i ini i yang halal dan thayyiib. 

“Dan takutlah hanya keipada Allah SWT, dan keipadaNyalah eingkau beiri iman”. Pada 

Ayat teirse ibut me inyiisyaratkan bahwa meimiili ih makanan halal dan thayyiib se ilaiin 

di iteintukan oleih Allah SWT di i dalam Al-Qur’an, juga meimeirlukan i ijtiihad iindi ivi idu 

untuk meimiili ih makanan halal dan thayyiib untuk diikonsumsi ikan35. 

Se ilaiin i itu juga teirdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 168; 

َٰٓأيَُّهَا ا ك ل وا   ٱلنَّاس   يَ  ضِ  فىِ مِمَّ رَأ لً  ٱلْأ تِ  تتََّبِع وا   وَلَ  طَي بِاً حَلَ  ط وَ  نِ  خ  بيِن   عَد و   لَك مأ  إنَِّه  ۥ  ۚٱلشَّيأطَ  مُّ  

“Haii se ikali ian manusiia, makanlah yang halal lagii bai ik darii apa yang 

teirdapat dii bumi i, dan janganlah kamu me ingiikuti i langkah-langkah 

syai itan; kareina se isungguhnya syai itan iitu adalah musuh yang nyata 

bagiimu”. 

Sayyi id Qutub dalam kiitab Tafsiir Fi i Zhi ilal al-Qur’an, meinjeilaskan ayat 

teirse ibut bahwa Allah SWT meinciiptakan apa yang ada dii bumii adalah untuk 

manusiia. Ole ih se ibab i itu, Allah SWT me inghalalkan apa yang ada dii bumi i tanpa ada 

 
34 Aihmaid Dheai Saitriai, “Maikain Hailail Perspektif Ma ijlis Ula imai Indonesia i (MUI) di Kotai 

Pa ilaingkai Raiyai”, PROFETIKAi, Jurnail Studi Islaim, Vol.22, No. 2, (Desember 2021), hlm. 311. 
35 Haimkai (Aibdul Mailik Aibdul Kairim Aimrullaih), Taifsir A il-Aizhair, Jilid IV, (Singaipurai: 

Pustaikai Naisionail PTE LTD, 1999), hlm. 1845-1854 
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pe imbatasan teintang halal iinii, ke icualii se ijumlah makanan dan miinuman teirteintu 

yang beirbahaya36. 

Ayat diiatas meinjadii pe iri intah untuk meimiili ih makanan yang akan diikonsumsi i, 

baiik darii se igi i ke ise ihatan, giizii, dan kualiitas. Halal meirupakan suatu hal yang mutlak 

dan wajiib di ipe irhatiikan bagi i umat Iislam ke itiika meingkonsumsi i he indak makanan 

atau miinuman. Seilaiin iitu makanan juga harus baiik dan tiidak meingangu keise ihatan 

bagii tubuh manusiia37.  

Pada dasarnya dalam iislam leibi ih banyak yang halal darii pada haram38. Al-

Qur’an meinye ibutkan beibeirapa yang haram diiantaranya yang teirdapat dalam QS. 

Al-Mai idah ayat 3;  

مَتأ  ر ِ م   وَٱلدَّم   ٱلأمَيأتةَ   عَليَأك م   ح  ِ  لِغيَأرِ  أ هِلَّ  وَمَآَٰ  ٱلأخِنزِيرِ  وَلحَأ نأخَنِقةَ   بهِ ِۦ ٱللَّّ ق وذةَ   وَٱلأم    وَٱلأمَوأ

يةَ   ترََد ِ وا   وَأنَ ٱلنُّص بِ  عَلىَ ذ بِحَ  وَمَا  ذكََّيأت مأ  مَا إلَِّ  ٱلسَّب ع   أكََلَ  وَمَآَٰ  وَٱلنَّطِيحَة   وَٱلأم  تقَأسِم  مِ  تسَأ لَ  زَأ    ۚبٱِلْأ

لِك مأ 
مَ     فسِأق   ذَ  وا   ٱلَّذِينَ  يئَِسَ  ٱلأيوَأ ه مأ   فلََ  دِينِك مأ  مِن كَفرَ  شَوأ نِ  تخَأ شَوأ مَ   ۚوَٱخأ مَلأت   ٱلأيوَأ   دِينَك مأ   لَك مأ  أكَأ

ت   مَ  لَك م   وَرَضِيت   نعِأمَتىِ عَليَأك مأ  وَأتَأمَمأ لَ  سأ ِ ط رَّ  فَمَنِ    ۚ دِيناً ٱلْأ مَصَة   فىِ  ٱضأ تجََانفِ   غَيأرَ  مَخأ ثأم   م  ِ      لْ ِ

َ  فإَنَِّ  حِيم   غَف ور   ٱللَّّ رَّ  

“Di iharamkan bagiimu (meimakan) bangkaii, darah, dagi ing babii, (dagi ing 

he iwan) yang diise imbe iliih atas nama seilaiin Allah, yang teirceiki ik, yang teirpukul, 

yang jatuh, yang diitanduk, dan diiteirkam bi inatang buas, keicualii yang se impat 

kamu meinyeimbeili ihnya, dan (diiharamkan bagiimu) yang diise imbeili ih untuk 

be irhala. Dan (diiharamkan juga) meingundi i nasiib de ingan anak panah, 

(meingundi i nasiib de ingan anak panah iitu) adalah keifasiikan. Pada harii iinii 

orang-orang kafiir teilah putus asa untuk (meingalahkan) agamamu, seibab iitu 

janganlah kamu takut keipada meire ika dan takutlah keipada-Ku. Pada harii iinii 

teilah Kuse impurnakan untuk kamu agamamu, dan teilah Ku-cukupkan 

ke ipadamu niikmat-Ku, dan teilah Ku-riidhaii Iislam i itu jadii agama bagiimu. 

Maka barang siiapa teirpaksa kareina keilaparan tanpa seingaja beirbuat dosa, 

se isungguhnya Allah Maha Peingampun lagi i Maha Peinyayang”. 

Me inurut Wahbah Zuhaiili i dalam kiitab tafsi irnya yang be irjudul at-Tafsiir al-

Muni ir fi i al-‘Aqiidah wa al-Syari i’ah wa al-Manhaj meinjeilaskan ada 10 (se ipuluh) 

 
36 Saiyyid Qutub, Taifsir fi Zhilailil ail-Qur’ain, jilid I (Jaikairtai: Gemai Insaini, 2000), hlm. 276. 
37 Nurkhaiyaiti Rojaibiaih, Sri Suryaini, dain Sigit Budiyainto, “Korelaisi Ma ikainain Hailail dain 

Thoyib Terha idaip Keseha itain Dailaim Perspektif A il-Qur’ain”, Internaitionail Journail Maithlai’ul Ainwair 

Of Hailail Issues, Volume 3 Number 1 , (Mairch 2023), hlm. 3. 
38 Ihwain Aigustono dain Obey Destine Naijihai, “Penga iruh Zait Berbaihaiya i Dailaim Maikainain 

Ha iraim Perspektif A il-Qur’ain Menurut Waihbaih Zuhaiili”, REVELAiTIAi: Jurnail Ilmu Ail-Qur’ain dain 

Taifsir, Vol. 3, No. 2, (November 2022), hlm. 154. 
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makanan yang diiharamkan dalam ayat dii atas yaiitu; Bangkaii, Darah, Dagiing babii, 

He iwan yang diise imbeiliih de ingan meinyeibut nama seilaiin Allah, Al-munkhaniiqah 

i ialah heiwan matii kareina teirce ikiik, Al-mauqūżahi ialah biinatang yang matii kareina  

teirke ina pukulan beinda tumpul dan tiidak di i se imbeili ih se icara syarii’at, Al-

mutaraddi iyah  i ialah  heiwan  yang  matii  kare ina  teirjatuh  darii  ke iti inggiian, An-

Naṭīḥah iialah heiwan yang matii kare ina diitanduk oleih he iwan laiin, Heiwan  yang  matii 

kareina  diimangsa  oleih  bi inatang  buas, dan Mā żubiiḥa‘ala an-nuṣubi i, nuṣub iialah 

batu yang ada dii se iki itar ka’bah jumlahnya meincapaii  630  batu, nusub hanya batu 

bi iasa beirbe ida deingan be irhala batu yang teilah diiuki ir. Allah meilarang meinyeimbe iliih 

he iwan diiatas nusub guna meinghiindari i keisyi iriikan39. 

Se ilaiin diije ilaskan dalam Al-Qur’an, Iislam juga meinjeilaskan meingeinaii pangan 

halal dan haram dalam hadiist di iantaranya yang diiriiwayatkan oleih Bukharii dan 

Musli im; 

  اللِ  رَس ولَ  سَمِعأت  : قاَلَ  عَنأه مَا  الل   رَضِيَ  بشَِيأر   بأنِ  النُّعأمَانِ  اللِ  عَبأدِ  أبَيِأ  عَنِ   

، الأحَرَامَ  وَإِنَّ  بيَِ ن   الأحَللََ  إِنَّ : )) يقَ ول   وَسَلَّمَ  عَليَأهِ  الل   صَلَّى مَا بيَِ ن  ر   وَبيَأنَه  وأ ، أ م  تبَِهَات  شأ   لَ  م 

ه نَّ  تبَأرَأَ  فقََدِ  الشُّب هَاتِ  اتَّقىَ فَمَنِ  النَّاسِ، مِنَ  كَثيِر    يَعألَم  ضِهِ، لِدِينهِِ  اسأ   الشُّب هَاتِ  فيِ وَقَعَ  وَمَنأ  وَعِرأ

اعِي الأحَرَامِ  فيِ  وَقَعَ  عَى كَالرَّ لَ  يرَأ تعََ  أنَأ  ي وشِك   الأحِمَى حَوأ   ألََ  حِمًى، مَلِك   لِك لِ   وَإِنَّ  ألََ  فيِهِ، يرَأ

ه ، اللِ  حِمَى وَإِنَّ  غةًَ   الأجَسَدِ  فيِ وَإِنَّ  ألََ  مَحَارِم   فسََدتَأ  وَإِذاَ  ك لُّه ، الأجَسَد   صَلَحَ  صَلحََتأ  إِذاَ  م ضأ

مسلم  لفظ وهذا  ومسلم، البخاري  رواه((.  الأقَلأب   وَهِيَ  ألََ  ك لُّه   الأجَسَد   فسََدَ   

“Darii Abu ‘Abdi illah Nu’man biin Basyiir Radhiiyallahu anhuma beirkata: Aku 

meinde ingar Rasulullah Shallallahu ‘alaiihii wa sallam beirsabda: 

“Se isungguhnya yang halal iitu teilah jeilas dan yang haram pun teilah jeilas pula. 

Se idangkan dii antaranya ada peirkara syubhat (samar-samar) yang keibanyakan 

manusiia tiidak meingeitahuii (hukum)-Nya. Barangsiiapa yang meinghi indarii 

pe irkara syubhat (samar-samar), maka iia teilah meimbeirsi ihkan agama dan 

ke ihormatannya. Barangsiiapa yang jatuh ke i dalam peirkara yang samar-samar, 

maka iia teilah jatuh kei dalam peirkara yang haram. Seipe irtii pe inggeimbala yang 

be irada dii de ikat pagar larangan (miiliik orang) dan diikhawatiirkan iia akan 

masuk kei dalamnya. Keitahuiilah, bahwa seiti iap raja meimiiliiki i larangan 

(undang­undang). Iingatlah bahwa larangan Allah adalah apa yang 

di iharamkan-Nya. Keitahuiilah, bahwa dii dalam jasad manusiia teirdapat 

se igumpal dagiing. Ji ika i ia baiik, maka baiik pula seiluruh jasadnya; dan jiika iia 

rusak, maka rusak pula seiluruh jasadnya. Ke itahuiilah, bahwa seigumpal dagiing 

 
39 Ibid, hlm. 151-152. 
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i itu adalah hatii. (Diiri iwayatkan oleih al Bukharii dan Musliim, dan iini i adalah 

lafazh Musliim)”40. 

Be irdasarkan hadiis di i atas, Al-Qardhawii be irpeindapat bahwa ada kaiidah yang 

teirke inal yang beirkaiitan deingan priinsi ip dasar halal dalam Iislam, yaiitu: “Asal seigala 

se isuatu (yang diici iptakan Allah SWT) adalah halal atau mubah (boleih)”. Ti idak ada 

se isuatu apapun yang diiharam keicualii be irdasarkan teiks nash yang be irasal dari i 

Alquran ataupun Sunnah yang deingan jeilas meingharamkannya. Seiandaiinya tiidak 

ada teiks nash yang jeilas meinunjukkan keiharamannya, maka seisuatu i itu teitap pada 

hukum asalnya, yaiitu boleih41. 

Yusuf Al-Qardhawi i teilah meinggari iskan be ibeirapa priinsi ip dalam meine intukan 

pangan halal dan haram, yaiitu42; 

a. Se igala seisuata hukum asalnya adalah mubah 

b. Adalah hak Allah seimata untuk meinghalalkan dan meingharamkan.  

c. Sama deingan peirbuatan syiiriik jiika meingharamkan yang halal dan jiika 

meinghalakan yang haram.  

d. Akan meingakiibatkan munculnya keiburukan atau bahaya jiika meingharamkan 

yang halal.  

e. Yang haram tiidak di ipeirlukan oleih yang halal.  

f. Adalah haram seigala yang meimbawa keipada yang haram.  

g. Adalah haram jiika beirsi iasat teirhadap hal yang haram.  

h. Yang haram tiidak dapat diihalalkan oleih ni iat yang baiik.  

i. Kare ina takut teirjatuh dalam keiharaman maka meinjauhkan diiri i darii syubhat.  

j. Untuk se imua orang beirlaku seisuatu yang haram.  

Yang teirlarang diiboleihkan jiika dalam keiadaan yang teirpaksa. 

Dari i si ini i dapat diisi impulkan bahwa dalam Iislam se itandar produk halal adalah 

makanan yang tiidak meingandung bahan-bahan yang diilarang dalam Al-qur’an dan 

 
40 Shaihih Muslim, “kitaib ail Buyu`, Baib Aikhdzul-Hailail wai Tairkusy-Syubuhait”, haidits no. 

1599 (107). 
41 Yusuf Qairdhaiwi, “Ail-Hailail Wai A il-Hairaim Fi Ail-Islaim” (Kaiiro: Maiktaibaih Waihbaih, 2000). 

hlm. 21. 
42 ibid, hlm. 20. 
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Sunnah se ipe irtii makanan yang meingandung babi i, miinuman beiralkolhol, biinatang 

yang diise imbe iliih tiidak se isuai i syariiat, dan bahan yang diilarang laiinnya43.  

C. Tujuan dan Manfaat Sertifikasi Halal 

Tujuan darii diicantumkanya logo seirtiifi ikasi i halal pada produk pangan adalah 

untuk meili indungii musli im darii produk yang tiidak halal, meimbe iriikan ke ipastiian 

ke ipada konsumein musliim bahwa produk yang diikonsumsi i be inar-beinar halal seisuaii 

de ingan syariiat iislam, dan konsumein musliim tiidak ada keiraguan dalam 

meigkonsumsi i produk pangan kareina dalam keimasan produk sudah teircantum leibe il 

se irtiifi ikasi i halal44. 

Di ijeilaskan juga dalam Undang-undang Nomor 33 tahun 2014 te intang 

Jamiinan Produk Halal, bahwa tujuan darii pe inyeile ingaraan seirti ifiikasi i halal adalah 

meimbe iriikan keinyamanan, keiamanan, ke ise ilamatan, dan keipastiian keiteirse idi iaan 

Produk Halal bagii masyarakat dalam meingonsumsi i dan meinggunakan Produk dan 

meini ingkatkan niilaii tambah bagii Pe ilaku Usaha untuk meimproduksi i dan meinjual 

Produk Halal. 

Se irtiifi ikasi i halal meimbeiri ikan manfaat bagii konsume in dan keiunggulan pangan 

produse in. Bagi i konsume in, manfaatnya dapat diirasakan darii Se irti ifi ikasii halal sudah 

jeilas, yaiitu konsume in tiidak peirlu reipot meinge iceik se imua bahan dan meimpeilajarii 

se imua teintang produk. Iitu juga meimbuat konsumein le ibi ih peircaya diiri i dalam 

meimbe ilii produk pangan. Se irtiifi ikasii halal me imastiikan Peilanggan Musli im bahwa 

makanan yang diisajiikan Halal dan seisuaii de ingan Hukum Syariiah. Seirti ifiikasi i halal 

juga diimiinatii dan diicarii konsumein non-Musli im, kareina deingan produk pangan 

yang sudah te irdaftar seirti ifiikasi i halal sudah di ipastiikan pangan teirse ibut bai ik darii 

gi izii, mutu, dan laiinnya.  

Bagii Produse in, se irti ifiikat halal akan meinari ik seimua Konsume in halal apakah 

meire ika Musli im atau non-Musliim. Se irti ifiikasi i halal dapat diijadiikan se ibuah produk 

 
43 Firdaiyaini dain Inti Ulfi Sholichaih, “Urgensi Laibel Hailail Paidai Produk Maikainain Perspektif 

Hukum Isla im”, Syair’ie: Jurnail Pemikirain Ekonomi Islaim, Vol. 6 No. 1, (Februairi 2023), hlm. 35. 
44 Syaifridai, “Sertifikait Hailail Paidai Produk Maikainain Dain Minumain Memberi Perlindunga in 

da in Kepaistiain Hukum Haik-haik Konsumen Muslim”, AiDIL: Jurnail Hukum Vol. 7 No.2 (2016), hlm. 

170. 
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teikni ik untuk meini ingkatkan peindapatan pe irusahaan/reistoran dan meini ingkatkan 

daya jual khususnya ke ipada konsumein halal. Di i ti ingkat iinteirnasi ional eikspor i impor, 

se irtiifi ikasi i halal meini ingkatkan daya jual produk te irutama dii ne igara-neigara Musli im. 

Se ii iriing de ingan peini ingkatannya keisadaran konsume in Musli im dii se iluruh duniia.45 

Se irtiifi ikasi i halal meinjadii syarat yang harus di ipe inuhii. Te irleipas dari i keinyataan 

bahwa se irtiifi ikasii produk halal meimiili ikii e ife ik posi itiif pada peirtumbuhan biisni is halal, 

pe ingusaha, khususnya UMKM. Konsumein dan produsein sama-sama dapat 

meinggunakan seirti ifiikasi i halal seibagaii iinstrumein eiti ika biisni is untuk meini ingkatkan 

ke ipeircayaan konsumein dan meinjangkau pasar global seikaliigus meindapatkan 

pe irliindungan, jamiinan, dan i informasii teintang status keihalalan suatu produk46. 

Produk pangan yang tiidak teirdaftar dalam surtiifi ikasi i halal seicara jeilas dan 

transparan, akan beirdampak pada produk te irse ibut. Yang mana dapat meighi ilangkan 

rasa keipe ircayaan peilangan seirta keiteirlambatan dalam meinyi iapkan siiste im diistriibusi i 

global47. 

D. Makna Rekonstruksi 

Rekonstruksi berasal dari kata “konstruksi” yang berarti pembangunan, 

kemudian ditambah dengan kata “re” yang menjadi rekonstruksi yang bemakna 

pengembalian seperti semula48. Dalam kamus politik karya B.N. Marbun 

rekonstruksi bermakna pengembalian sesuatu pada tempatnya, penggambaran 

kembali kepada semula atau penyusunan49. Dalam hukum dapat diartikan bahwa 

rekonstruksi bermakna mengembalian hukum kepada asalnya yaitu hukum harus 

memberikan perlindungan hukum dan juga kemanfaatan bagi masyarakat. 

Selain itu rekonstruksi (reconstruction) menurut P. Chaplin adalah penafsiran 

data terhadap psikoanalitis, guna menjabarkan perkembanganya serta materi yang 

 
45 Mohd Imrain Khain dain Aibid Haileem, Op. Cit, paige. 37. 
46 Wairto aind Saimsuri, “Sertifika isi Hailail Dain Implikaisinyai Baigi Bisnis Produk Hailail Di 

Indonesiai,” Ail Maiail: Journail of Islaimic Economics aind Bainking Vol. 2, No. 1 (2020), hlm. 98–112. 
47 Ailbert Tain, Daivid Gligor dain Aizizi Ngaih, “Aipplying Blockchaiin for Hailail food 

traiceaibility”, Internaitionail Journail of Logistics Reseairch aind Aipplicaitions, Volume. 25, Issue. 6 

(24 September 2020). paige. 5. 
48 Departemen Pendidikan Nasional, “Kamus Besar Bahasa Indonesia”, (Jakarta: Balai 

Pustaka, 2005), hlm. 942. 
49 B.N. Marbun, “Kamus Politik”, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996), hlm. 469. 
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bersangkutan50. Sedangkan menurut Ali Mudhofir rekonstruksi merupakan salah 

satu aliran filsafat pendidikan yang memiliki ciri radikal51. Radikal bermakna 

mendasar atau pemahaman sampai ke prinsipnya, artinya rekonstruksi memiliki ciri 

yaitu pemahaman yang sampai ke prinsipnya atau yang mendalam sampai ke akar-

akarnya. Dari makna diatas rekonstruksi sangat dibutuhkan dalam hukum karena 

hukum harus dipahami sampai mendalam dan dalam pembuatan produk hukum 

juga harus dilandasi dengan mendalam agar tidak terjadi permasalahn dalam produk 

hukum yang dihasilkan. 

Dalam sejarah, rekonstruksi adalah pengembalian ke masa lalu yang 

bertujuan untuk masa kini dan masa yang akan datang52. Yaitu dengan melihat 

kemasa lalu untuk mengambil yang baik agar dimasa sekarang atau masa yang akan 

datang menjadi lebih baik, karena masa lalu juga bisa menjadi penyempurna dimasa 

kini dan masa yang akan datang. Dalam hukum juga melihat ke masa yang lalu 

yaitu peraturan-peraturan yang terdahulu dengan mengambil yang baik-baik untuk 

dijadikan pedoman dimasa sekarang atau masa yang akan datang, karena peraturan 

terdahulu jika diambil yang baik-baik, bisa menjadi penyempurna produk hukum 

di masa sekarang atau yang akan datang. 

E. Aspek Kemanfaatan Hukum 

Hukum meirupakan salah satu alat untuk meincapaii tujuan dalam hiidup 

be irmasyarakat dan beirne igara. Hukum be irfungsi i untuk meiliindungi i keipe intiingan 

masyarakat dan hukum juga meimpunyaii tujuan yang iingi in di icapaii. Tujuan darii 

adanya hukum yang paliing utama adalah untuk me indapatkan keimanfaatan53. 

Dalam madzab Utiiliitariianiisme i atau Utiiliismei ke imanfaatan meirupakan tujuan utama 

dalam hukum, keimanfaatan seindiiri i be irmakna keibahagiiaan (happiineiss). 

Dalam hukum keimanfaatan sangatlah pe irlu diipe irhatiiakan, kareina seimua 

masyarakat meigharapkan keimanfaatan dari i adanya hukum, jangan sampaii deingan 

 
50 James P. Chaplin, “Kamus Lengkap Psikologi” (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), 

hlm. 421. 
51 Ali Mudhofir, “Kamus Teori dan Aliran dalam Filsafat dan Teologi”, (Yogyakarta, 

Gajahmada University Press, 1996), hlm. 213. 
52 Kuntowijoyo, “Pengantar Ilmu Sejarah”, (Yogyakarta: Tiara Wacana , 2013), hlm.17. 
53 Saiid Saimpairai dkk, “Pengaintair Ilmu Hukum”, (Yogyaikairtai, Totail Mediai, 2011), hlm. 40. 
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adanya hukum malah meini imbulkan keire isahan diimasyarakat. Meinurut Je ireimy 

Be intham yang meirupakan tokoh prakarsa darii teiorii keimanfaatan, dalam bukunya 

yang beirjudul Iintroductiion to thei Pri inciiple is of Morals and Le igi islati ion meingatakan 

bahwa adanya neigara dan hukum se imata-mata hanya untuk meimbeiri ikan 

ke imanfaatan dan keibahagiiaan darii masyarakat54. 

Be irbiicara teintang hukum maka leibiih ceindrung hanya me iliihat ke ipada 

pe iraturan peirundang-undangan saja yang teirkadang peiraturan teirse ibut teirdapat 

ke isalahan, oleih kareina iitu keimanfaatan hukum tiidak boleih diilupakan55. 

Se ibagaiimana peindapatnya Satjiipto Raharjo meingatakaan bahwa keiadiilan 

meirupakan salah satu niilaii utama, akan teitapii te itap harus meiliihat deingan yang 

laiinnya se ipeirti i ke imanfaatan (utiiliity, doeilmati igheii id). Ole ih kareina i itu peirbandi ingan 

antara manfaat dan peingorbanan harus seii imbang diidalam peine igakan hukum56. 

Hukum me irupakan rumusan peingeitahuan yang di igunakan untuk meingatur 

pri ilaku manusiia agar tiidak saliing me irugi ikan satu sama laiin dan me imbeiriikan 

ke imanfaatan. Sudi ikno Me irtokusumo me ingatakan bahwa dalam prose is pe ilaksanaan 

atau peineigakan hukum, masyarakat meingharapkan adanya manfaat. Hukum adalah 

untuk manusiia, ole ih kareina i itu peilaksanaan hukum atau peine igakkan hukum harus 

meimbe irii manfaat atau keigunaan bagi i masyarakat. Jangan sampaii dalam 

pe ilaksanaan atau peineigakan hukum malah justru meini imbulkan keireisahan dii 

masyarakat iitu se indiiri i

57.  

 

 

 

 

 
54 Vain Aippeldorn, “Pengaintair Ilmu Hukum”, (Jaikairtai: Praidnyai Pairaimitai, 1980), hlm. 28. 
55 Caihyai Pailsairi, “Kaijiain Pengaintair Ilmu Hukum: Tujuain dain Fungsi Ilmu Hukum Sebaigaii 

Daisair Fundaimentail Dailaim Penjaituhain Putusain Pengaidilain”, Journail Komunitais Yustisiai, Vol. 4, 

No. 3, (November 2021), hlm. 946. 
56 Riduain Syaihraini, “Raingkumain intisairi Ilmu Hukum”, (Baindung: Citrai Aiditiai Baikti, 2009), 

hail. 22. 
57 Supriyono, “Terciptainyai Raisai Keaidilain, Kepaistiain, dain Kemainfaiaitain dailaim Kehidupain 

Maisyairaikait”, Jurnail Ilmiaih FENOMENAi, Volume XIV, Nomor 2, (November 2016), hlm. 1580. 
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HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

A. Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Produk Pangan Halal Dalam 

Hukum Positif Di Indonesia 

Iindone isi ia meirupakan neigara hukum, hukum beirpe iran beisar dalam meingatur 

ke ihiidupan masyarakat seibab hukum hadiir untuk meingatur masyarakat yang tiidak 

bi isa hiidup se icara iindiivi idu. Dalam adagiium, hubungan antara hukum dan 

masyarakat diise ibut deingan iisti ilah ubii sociie iteis i ibi i iius yang be irartii diimana ada 

masyarakat diisi itu ada hukum58.  

Hubungan antara masyarkat deingan masyarakat laiinya akan meilahiirkan 

hukum yang meingatur dan juga meiliindungi i ke ipeinti ingan dan hak-hak darii 

masyarakat teirse ibut. Be iragam masyarakat yang tiingal dii Iindone isi ia meimeirlukan 

aturan-aturan yang meinjamiin ke ise iiimbangan agar dalam hiidup beirmasyarakat tiidak 

teirjadii ke ikacauan59. 

Hadi irnya hukum diiteingah-teingah masyarakat diiantaranya untuk 

meingi inteigrasi ikan dan meingkordi inasi i ke ipeinti ingan-keipeinti ingan yang biisa 

be irtabrakan satu sama laiin. Hukum beirupaya untuk meineikan se ike iciil-keiciilnya 

tabrakan-tabrakan yang teirjadii di i masyarakat60. Hukum meinjadii peiliindung bagii 

masyarakat Iindone isi ia. 

Pe irliindungan hukum teirhadap masyarakat i indoneisi ia teirutama dalam produk 

pangan halal sangatlah diibutuhkan, meingi igat meiniingkatnya peirtumbuhan iindustrii 

pangan dii masyarakat. Adanya peirli indungan hukum adalah untuk meimbeirii 

pe ingayoman hak asasii manusi ia keipada masyarakat yang diirugiikan haknya oleih 

masyarakat laiin. Pe irliindungan hukum seipe inuhnya diibeiri ikan keipada masyarakat 

agar masyarakat meindapat seimua haknya yang diibe iri ikan oleih hukum61. 

Dalam pasal 1 poi int 1 Pe iraturan Peimeiri intah Nomor 2 Tahun 2002 teintang 

Tatacara Pe irliindungan Teirhadap Korban dan Saksi i Dalam Peilanggaran Hak Asasi i 

 
58 Saitjipto Raihairjo, “Maisailaih Penegaikain Hukum”, (Baindung: Sinair Bairu, 1983), hlm.127 
59 CST. Kainsil, “Pengaintair Ilmu Hukum dain Taita i Hukum Indonesia i”, (Jaikairtai: Bailaii 

Pustaikai, 2009), hlm. 40. 
60 Saitjipto Raihairjo, “Ilmu Hukum”, (Baindung: PT Citra i Aidityai Baikti, 2012), hlm. 53. 
61 Ibid, hlm. 54. 
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Manusi ia yang Be irat, diijeilaskan bahwa “Pe irliindungan adalah suatu beintuk 

pe ilayanan yang wajiib di ilaksanakan oleih aparat peine igak hukum atau aparat 

ke iamanan untuk meimbeiri ikan rasa aman baiik fi isi ik maupun meintal, keipada korban 

dan saksii, darii ancaman, gangguan, teiror, dan keikeirasan darii piihak manapun, yang 

di ibeiri ikan pada tahap peinyeili idiikan, pe inyiidi ikan, peinuntutan, dan atau peime iriiksaan 

di i si idang peingadiilan”. 

Pe irliindungan hukum konsume in pangan halal deingan se irtiifi ikasi i halal sudah 

di imulaii se ijak lama yaiitu teipatnya pada 10 Nove imbe ir 1976 yang gagas ole ih 

Ke imeintri ian Keise ihatan diimana seimua makanan yang diiolah meingunakan babii dan 

turunanya harus meincantumkan logo bahwasanya makanan teirse ibut meingandung 

babii. Hal iinii teirtuang dalam Surat Keiputusan Peiraturan Meinteiri i Keise ihatan 

Re ipubliik Iindone isi ia Nomor 280/Mein.Ke is/Pe ir/XIi/7662.  

Pada 12 Agustus 1985 atau teipat 10 Tahun se iteilah diise ipakatiinya leibe il haram, 

pe imeiri intah meingantii leibeil yang awalnya dalam keimasan produk yang meingandung 

babii dan turunanya harus teirdapat logo “ME iNGANDUNG BABIi”, di igantii meinjadii 

logo “HALAL” ke ipada seiluruh produk yang te ilah meilaporkan bahan yang 

di igunakan dalam produk dan tata cara pe ingolahan produk keipada De iparteimein 

ke ise ihatan (Deipke is). Pe irgantiian logo teirse ibut teirtuan dalam Surat Keiputusan 

Be irsama Meinte irii Ke ise ihatan dan Meinteiri i Agama No.42/Mein.Ke is/SKB/VIiIiIi/1985 

dan No. 68 Tahun 1985 teintang Peincantuman Tuliisan Halal pada Labeil Makanan63. 

Pe incantuman Seirti ifiikasi i halal diiambiil darii be ibe irapa keibiijakan, yaiitu 

ke ibiijakan antara Deiparteime in Agama, Deiparteimein Ke ise ihatan, dan Majeiliis Ulama 

I indone isi ia. Siinkroni isasi i keibiijakan teirse ibut diimulaii pada 21 Junii 1996 deingan 

pe inandatanganan ke irja sama teintang pe incantuman logo halal produk makanan. 

De ipke is meinge iluarkan Surat Keiputusan Nomor 924/Meinke is/SK/VIiIiIi/1996 se ibagaii 

pe irubahan atas Surat Keiputusan Meinke is Nomor 82/Me inkeis/SK/Ii/199664. 

 
62 Haiyyun Durrotul Fairidaih, “Sertifikaisi Hailail di Indonesiai: Sejairaih, perkembaingain, dain 

Implementaisi”, Journail of Hailail Product aind Reseairch Volume 2 Nomor 2, (Desember 2019), hlm 

70. 
63 Ibid, 
64 Ibid, hlm. 71. 
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Hi ingga saat iini i ada beibeirapa peiraturan peirundang-undangan yang meingatur 

teintang se irtiifi ikasii halal yang akan peinuli is uraiikan di ibawah diiantaranya; 

1. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 teintang Jamiinan Produk Halal 

Se ii iriing be irjalannya waktu, peime iriintah me ingeiluarkan Undang-undang 

baru meingeinai i produk halal yaiitu Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 

teintang Jamiinan Produk Halal. Undang-undang jamiinan produk halal 

meirupakan gabungan dan peinye impurna darii undang-undang teirdahulu yang 

meingatur jamiinan produk halal. Diibeintuknya undang-undang jamiinan 

produk halal diidasarii ole ih beibe irapa landasan yaiitu peirtama, seicara fiilosofi is 

pe imbeintukan undang-undang jamiinan produk halal meirupakan amanah darii 

UUD 1945. Ke idua, se icara sosi iologiis pe imbe intukan undang-undang jamiinan 

produk halal diidasarii kare ina masi ih banyaknya produk pangan yang be ilum 

jeilas ke ihalalanya. Dan keiti iga, seicara yuriidi is bahwa undang-undang teirdahulu 

yang meingatur jamiinan produk halal beilum se ipeinuhnya meinjamiin ke iadiilan, 

ke ipastiian hukum, dan keimanfaatan. 

Dalam pasal 3 Undang-undang jamiinan produk halal diijeilaskan bahwa 

hadiirnya jamiinan produk halal beirtujuan untuk; 

a. “Me imbeiri ikan keinyamanan, keiamanan, ke ise ilamatan, dan keipasti ian 

ke iteirse idi iaan Produk Halal bagii masyarakat dalam meingonsumsi i dan 

meinggunakan Produk 

b. Me ini ingkatkan niilaii tambah bagii Pe ilaku Usaha untuk meimproduksi i dan 

meinjual Produk Halal”. 

2. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 teintang Pe ineitapan Peiraturan 

Pe imeiri intah Peinggantii Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 teintang Ciipta 

Ke irja meinjadii Undang-Undang 

Undang-undang jamiinan produk halal seicara sah diipe irbaruaii dalam 

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 teintang Pe ineitapan Peiraturan 

Pe imeiri intah Peinggantii Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 teintang Ciipta 

Ke irja meinjadii Undang-Undang pada 31 Mare it 2023.  

Pe irubahan dalam Undang-undang Undang-undang Nomor 6 Tahun 

2023 meirupakan peiraturan peingantii darii undang-undang jamiinan produk 
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halal. Dalam Undang-undang teirse ibut se iti idaknya ada 24 (dua puluh eimpat) 

pasal yang diiubah dan ada 4 (eimpat) pasal yang di itambah. Adapun be ibeirapa 

re igulasii yang diirubah dan diitambah, diiantaranya;  

a. Pe ine itapan keihalalan produk 

Pe ine itapan keihalalal produk diilakukan dan di isampaiikan ole ih Majeili is 

Ulama Iindone isi ia (MUIi), ataupun MUIi Provi insi i, MUI i 

Kabupatein/Kota, atau Majeiliis Pe irmusyawaratan Ulama (MPU) Aceih 

yang di ikeirjakan paliing lama 2 (dua) harii ke irja. Dan se ilanjutnya yang 

akan meineirbi itkan seirtiifi ikasi i halal adalah BPJPH. 

b. Se irtiifi ikasi i halal deingan peirnyataan halal 

Pe ine itapan halal produk diilakukan oleih komiite i halal beirdasarkan darii 

fatwa hala yang diike irjakan paliing lama 1 (satu) harii ke irja. 

c. Ke ibe iradaan Komiitei Fatwa Produk Halal 

Komi itei fatwa produk halal diibawah keime intriian agama yang teirdiiri i 

darii ualam dan akadeimi isi i 

d. Masa be irlaku Seirtiifi ikat Halal 

Se irtiifi ikasi i halal tiidak peirlu di ipeirpanjang jiika tiidak ada peirubahan darii 

bahan baku produk. 

e. Pe indampiingan prose is produksi i halal 

Pe indampiing PPH me ilakukan keirjanya pali ing lama 10 (seipuluh) harii 

ke irja. 

f. Layanan peinye ileinggaraan jamiinan produk halal beirbasi is e ileiktroniik 

Undang-undang iini i me iwajiibkan se imua prose is dari i se irtiifi ikasii halal 

sudah be irbasiis e ile iktroniik. 

Pe irubahan dan tambahan pasal dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 

2023 teintang Pe ineitapan Peiraturan Peime iri intah Peinggantii Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2022 teintang Ciipta Keirja meinjadii Undang-Undang beilum 

se ipe inuhnya meimbeiri ikan peirliindungan hukum. Seibagaiimana peindapatnya 

Satjiipto Rahardjo meingatakan bahwa peirliindungan hukum meirupakan upaya 

untuk meimbe iriikan hak asasi i manusiia yang di irugi ikan oleih orang laiin se ihi ingga 
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masyarakat meindapatkan peirliindungan atas hak-haknya yang diibeiri ikan oleih 

hukum65.  

Bagaiimana mungkiin Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 teintang 

Pe ine itapan Peiraturan Peimeiri intah Peingganti i Undang-Undang Nomor 2 Tahun 

2022 teintang Ciipta Keirja meinjadii Undang-Undang meimbeiri ikan haknya 

ke ipada masyarakat seidangkan Undang-undang teirse ibut beilum meimbeiri ikan 

pe irliindungan hukum seipeinuhnya. Hadiirnya Undang-undang dii teingah 

masyarakat seime istiinya mampu meimbe iriikan hak-hak darii masyarakat baiik i itu 

darii fi iki iran ataupun fiisi ik. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 akan mampu 

meimbe iriikan pe irliindungan hukum jiika meime inuhii salah satu untur yaiitu 

meimbe iriikan hak-hak masyarakat seipe inuhnya. 

Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 te irdapat beibeirapa pasal 

yang beilum se ipeinuhnya meimbeiri ikan peirli indungan hukum bagii masyarakat 

di iantaranya yang teirdapat dalam tambahan pasal antara pasal 4 dan pasal 5 

yang diisi isi ipkan 1 (satu) pasal yaiitu 4A yang be irbunyii;  

“Untuk Pe ilaku Usaha miikro dan ke ici il, keiwaji iban beirse irtiifi ikat halal 

se ibagaiimana diimaksud dalam Pasal 4 di idasarkan atas peirnyataan halal 

Pe ilaku Usaha miikro dan keiciil”. 

Dalam pasal 4 meinjeilaskan keiwajiiban se irti ifiikasi i halal teirhadap seiluruh 

produk pangan yang be ire idar dii Iindone isi ia se idangkan dalam tambahan pasal 

4A bunyi i pasal teirse ibut di ikhususukan untuk peilaku usaha miikro dan ke iciil 

yang meinyakatan bahwa se irtiifi ikasii halal di idasarkan atas peirnyataan halal 

bagii pe ilaku usaha miikro dan keici il. Bagaiimana mungkiin se irtiifi ikasii halal biisa 

di idasarkan atas peirnyataan halal darii pe ilaku usaha, hal iini i sama seikalii tiidak 

meimbe iriikan peirli indungan hukum keipada masyarakat bahkan biisa meirugi ikan 

masyarakat laiin. Ke iti ika peilaku usaha meinge iluarkan peirnyataan halal 

di ikhawatiirkan ada peilaku usaha yang tiidak beirtangung jawab dan hanya 

meinguntungkan diiri i se indiiri i se ihiingga masyarakat diirugi ikan dan juga tiidak 

 
65 Saitjipro Raihairdjo, “Sisi-Sisi Laiin dairi Hukum di Indonesiai”, (Jaikairtai:Kompais, 2003), hlm. 

121. 
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meindapatkan haknya yaiitu meimpeirole ih pangan yang beinar-beinar be irleibeil 

halal. 

Se ilaiin tiidak meimbe iriikan pe irliindungan hukum, pasal teirse ibut juga tiidak 

se ilaras atau tiidak harmoniis de ingan pasal 1 poi int 10 Undang-undang nomor 

33 tahun 2014 teintang jamiinan produk halal yang beirbunyii;  

“Se irtiifi ikat Halal adalah peingakuan keihalalan suatu Produk yang diikeiluarkan 

oleih BPJPH be irdasarkan fatwa halal teirtuli is yang diike iluarkan oleih MUIi”. 

Dalam bunyii pasal teirse ibut yang seime istiinya meinge iluarkan peirnyataan 

halal adalah BPJPH me ilaluii si idang fatwa MUIi. Dan seiharusnya hanya 

BPJPH me ilaluii si idang fatwa MUIi lah yang be irhak meingeiluarkan peirnyataan 

ke ihalalan produk. BPJPH dalam meinge iluarkan peirnyataan halal sudah 

di idasarkan deingan peine iliiti ian dan juga analiisi is dari i ahli i se ihi ingga hal teirse ibut 

mampu meimbeiri ikan hak-hak masyarakat se irta ti idak meirugi ikan orang laiin 

dan peirnyataan yang diike iluarkan BPJPH meilaluii si idang fatwa MUIi mampu 

meimbe iriikan pe irliindungan hukum. 

3. Pe iraturan Peimeiri intah Nomor 39 Tahun 2021 teintang Peinye ileingaraan 

jamiinan produk halal 

Dalam peilaksanaan Undang-undang jamiinan produk halal diiatur dalam 

Pe iraturan Peimeiri intah Nomor 39 Tahun 2021 teintang Peinye ileingaraan 

jamiinan produk halal. Peiraturan iini i meirupakan peingantii dan meincabut darii 

pe iraturan seibe ilumnya yaiitu Peiraturan peimeiri intah Nomor 31 Tahun 2019 

teintang Peiraturan Peilaksanaan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2014 

teintang Jamiinan Produk Halal. Dalam peiraturan iinii me ingatur teintang; 

a. Pe inye ileinggaraan Jamiinan Produk Halal (JPH) oleih Badan 

Pe inye ileinggara Jamiinan Produk Halal (BPJPH). 

b. Pe imiisahan lokasii, teimpat, dan alat Proseis Produk Halal (PPH) yang 

wajiib di ipi isahkan darii lokasii, teimpat, dan alat proseis ti idak haIial, yaiitu 

meili iputii prose is pe inye imbeili ihan, peingolahan, peinyiimpanan, 

pe ingeimasan, peindi istri ibusi ian, peinjualan, dan peinyajiian Produk. 
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c. Tata cara peindi iri ian, akreidi itasii, liingkup keigi iatan, dan peincabutan 

pe irse itujuan peindi iri ian Leimbaga Peimeiri iksa Halal (LPH), se irta 

pe ingangkatan dan peimbe irheinti ian Audi itor Halal; 4) hak dan 

ke iwajiiban Peilaku Usaha seirta tata cara peine itapan, tugas, dan fasiiliitasi i 

Pe inye iliia Halal. 

d. Tata cara peingajuan peirmohonan, peirpanjangan, dan peine itapan 

Se irtiifi ikat Halal oleih BPJPH. 

e. Ke imudahan seirtiifi ikasii halal bagii Pe ilaku Usaha miikro dan keiciil yang 

meime inuhii standar halal yang diite itapkan oleih BPJPH. 

f. Pe incantuman Labeil Halal dan keiteirangan tiidak halal. 

g. Pe ingawasan JPH ole ih BPJPH, dan lai in-laiin. 

Pe iraturan Peimeiri intah Nomor 39 Tahun 2021 teintang Peinye ileingaraan 

jamiinan produk halal banyak meingadopsi i darii pe iraturan diiatasnya yaiitu 

Undang-undang nomor 33 tahun 2014 te intang jamiinan produk halal dan 

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 teintang Pe ineitapan Peiraturan 

Pe imeiri intah Peinggantii Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 teintang Ciipta 

Ke irja meinjadii Undang-Undang. Kareina dalam Undang-undang Nomor 6 

Tahun 2023 teirdapat pasal yang beilum seipe inuhnya meimbeiri ikan peirliindugan 

hukum maka dalam Peiraturan Peimeiri intah Nomor 39 Tahun 2021 juga 

teirdapat pasal yang beilum meimbe iriikan pe irliindungan hukum yaiitu yang 

teirdapat dalam Pasal 1 poiint 11 Pe iraturan Pe imeiri intah Nomor 39 Tahun 2021 

teintang Pe inyeile ingaraan jamiinan produk halal yaiitu; 

“Ke iwajiiban be irse irtiifi ikat halal bagii pe ilaku Usaha mi ikro dan ke ici il diidasarkan 

atas peirnyataan peilaku Usaha miikro dan ke iciil”. 

Bunyi i pasal teirse ibut juga meinyatakan bahwa se irtiifi ikasi i halal 

di idasarkan atas pe irnyataan peilaku usaha, hal se irupa juga di ise ibutkan dalam 

pasal 79 poiint 1 yang meingatakan seirtiifi ikasi i halal diidasarkan atas peirnyataan 

pe ilaku usaha, makna pasal teirse ibut bermakna luas sehingga sama seikalii tiidak 

meimbe iriikan peirli indungan hukum. Jiika peilaku usaha meinge iluarkan 

pe irnyataan halal maka meire ika hanya akan meinguntungkan ke ipeinti ingan 

pri ibadii dan biisa meirugi ikan banyak orang laiin. Hal iini ilah yang tiidak 
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meimbe iriikan pe irliindungan hukum bagi i masyarakat kareina pe irliindungan 

hukum bagii masyarakat harus meimeinuhi i hak-hak masyarakat dan juga tiidak 

meirugi ikan orang laiin se ibagaiimana peindapatnya Satjiipto Rahardjo. 

Se ilaiin iitu dalam pasal 78 poiint 1 Peiraturan Pe imeiri intah nomor 39 tahun 

2021 teintang Pe inyeile ingaraan jamiinan produk halal meinye ibutkan bahwa; 

“BPJPH me ine irbi itkan Seirtiihkat Halal, beirlaku se ilama 4 (eimpat) tahun”. 

Pe irnyataan teirse ibut juga tiidak meimbeiri ikan peirli indungan hukum bagii 

masyarakat kareina sudah tiidak seilaras dan tiidak harmoniis lagii deingan 

pe iraturan diiatasnya. Dalam peirubahan pasal 42 poiint 1 dan poi int 2 Undang-

undang Nomor 6 Tahun 2023 te intang Pe ine itapan Peiraturan Peime iriintah 

Pe inggantii Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 teintang Ciipta Ke irja 

meinjadii Undang-Undang di ise ibutkan bahwa;  

“1) Seirti ifiikat Ha1al beirlaku seijak diiteirbi itkan oleih BPJPH dan teitap beirlaku 

se ipanjang tiidak teirdapat peirubahan komposi isi i Bahan dan/atau PPH  

2) Dalam hal teirdapat peirubahan komposi isi i Bahan dan/atau PPH, Pe ilaku 

Usaha wajiib me impeirbaruii Se irtiifi ikat Halal.”. 

Dalam peirubahan pasal teirse ibut meinyatakan bahwa peilaku usaha wajiib 

meilaporkan dan meingajuka se irtiifiikasi i halal baru jiika dalam komposiisi i atau 

olahan produk pangan teirdapat peirubahan atau tambahan, seilama tiidak ada 

pe irubahan dalam komposiisi i atau bahan olahan produk pangan maka peilaku 

usaha tiidak waji ib meilakukan seirti ifiikasi i halal baru. Artiinya masa beirlaku 

se irtiifi ikasi i halal dalam peiraturan baru yai itu seilamanya atau seiumur hiidup 

se ilagii tiidak ada peirubahan komposiisi i produk pangan. 

Be ilum adanya peimbaruan dalam peiraturan pe imeiri intah nomor 39 tahun 

2021 teintang Peinye ileingaraan jamiinan produk halal seilaiin tiidak meimbeiri ikan 

pe irliindungan hukum, juga meimbuat biingung pe ilaku usaha kareina dalam 

pasal 42 poiint 3 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 meinye ibutkan bahwa;  

“Ke iteintuan leibi ih lanjut meinge inaii pe imbaruan Se irtiifi ikat Halal seibagaiimana 

di imaksud pada ayat (2) diiatur dalam Peiraturan Pe imeiri intah”. 

Dalam pasal teirse ibut diise ibutkan peingaturan leibiih lanjut diiatur dalam 

pe iraturan peimeiri intah, seidangkan dalam peiraturan peimeiri intah beilum ada 

pe imbaruan pasal, masiih me ingunakan pasal-pasal lama. Hal iinii yang 
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meimbuat peilaku usaha keibi ingungan kareina keitiika teirdapat peirubahan 

komposi isi i produk dan peilaku usaha iingi in meilaporkan peirubahan teirse ibut 

pe ilaku usaha tiidak meinge itahu harus me ingunakan peiraturan yang mana. 

Pe ilaku usaha keibi ingungan dalam meilakukan proseis se irti ifiikasi i halal baru dan 

alhasiil pe ilaku usaha tiidak meilakukan seirtiifi ikasi i halal baru pada peirubahan 

komposi isi i produk se ihi ingga produknya tiidak be irse irtiifi ikasii halal. Hal teirse ibut 

yang meimbuat tiidak adanya peirliindungan hukum bagii masyaratak. Kareina 

produk pangan yang beire idar dii Iindone isi ia waji ib meilakukan seirti ifiikasi i halal 

se ibagaii pe irliindungan hukum bagii pe ilaku usaha dan juga masyarakat. 

4. Pe iraturan Meintrii Agama Nomor 20 Tahun 2021 teintang seirti ifiikasi i halal bagii 

pe ilaku usaha Miikro dan Keiciil 

Pe iraturan Meintrii Agama Nomor 20 Tahun 2021 te intang seirti ifiikasii 

halal bagii pe ilaku usaha Miikro dan Ke iciil meingatur teintang peinyeile ingaraan 

darii se irtiifi ikasi i halal gratiis atau diise ibut seilf deiclare i yang diipe iruntukkan untuk 

pe ilaku usaha miikro dan keiciil (UMK).  

Se irtiifi ikasi i halal seike ima seilf deiclare i atau se irtiifi ikasi i halal gratiis mulaii 

di iluncurkan peimeiri intah meilaluii Ke ime intriian Agama pada 8 Se ipteimbeir 2021. 

Lahiirnya se irtiifi ikasii halal gratiis di ilatar beilakangii deingan masiih banyaknya 

pe ilaku UMK yang produknya beilum beirse irtiifi ikasi i halal, program iini i juga 

mampu meimbantu meimbangkiitkan se imangat peilaku UMK dari i ke ite irpurukan 

di imasa pandeimii Covi id-19. Seirti ifiikasi i halal gratiis juga diilatar beilakangii 

kareina, keime inteiriian, leimbaga, iinstansi i, peimda, BUMN/D, maupun 

masyarakat meinye idi iakan anggaran untuk se irtiifi ikasii halal gratiis. Harapanya 

de ingan adanya anggaran darii se irti ifiikasi i halal gratiis dapat diisalurkan de ingan 

baiik, te ipat sasaran, seirta dapat meimbeiri ikan banyak manfaat bagii pe ilaku 

UMK66. 

Pe iraturan Meintrii Agama Nomor 20 Tahun 2021 te intang seirti ifiikasii 

halal bagii peilaku usaha Miikro dan Keiciil juga meingadopsii darii peiraturan 

 
66 Romaidainiel, “Kemenaig Luncurkain Sehaiti, Prograim Sertifikaisi Hailail Graitis baigi UMK”, 

https://kemenaig.go.id/pers-rilis/kemenaig-luncurkain-sehaiti-prograim-sertifikaisi-hailail-graitis-baigi-

umk-sf13tb, diaikses paidai 8 September 2021. 

https://kemenag.go.id/pers-rilis/kemenag-luncurkan-sehati-program-sertifikasi-halal-gratis-bagi-umk-sf13tb
https://kemenag.go.id/pers-rilis/kemenag-luncurkan-sehati-program-sertifikasi-halal-gratis-bagi-umk-sf13tb
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di iatasnya yaiitu Undang-undang nomor 33 tahun 2014 teintang jamiinan 

produk halal dan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 teintang Peine itapan 

Pe iraturan Peime iriintah Pe inggantii Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 

teintang Ci ipta Keirja meinjadii Undang-Undang dan pe iraturan peime iriintah 

nomor 39 tahun 2021 teintang Pe inyeileingaraan jamiinan produk halal. 

Dalam Peiraturan Meintri i Agama Nomor 20 Tahun 2021 teintang 

se irtiifi ikasi i halal bagii pe ilaku usaha Mi ikro dan Ke ici il kareina meingadopsii 

de ingan peiraturan diiatasnya yang teirdapat ke isalahan dan tiidak meimbeiri ikan 

pe irliindungan hukum maka Peiraturan Meintrii Agama Nomor 20 Tahun 2021 

juga teirdapat pasal yang tiidak meimbe iriikan pe irliindungan hukum. Yai itu yang 

teirdapat dalam pasal 1 poiint 11 yang beirbunyi i; 

“Pe irnyataan Peilaku Usaha adalah peirnyataan yang diike iluarkan oleih Peilaku 

Usaha miikro dan ke iciil atas keihalalan suatu Produk” 

Dalam bunyii pasal teirse ibut juga meinyatakan bahwa pe ilaku usaha boleih 

meinge iluarkan peirnyataan ke ihalala produk. Ke isalahan pasal dalam peiraturan 

di iatasnya beirdampak buruk pada peiraturan diibawahnya kareian seicara hiirarkii 

pe iraturan meintrii agama beirada dii bawah dan se icara otomatiis akan meingiikutii 

de ingan peiraturan diiatasnya kareina keikuatan hukum seisuai i deingan hi irarkii 

se ibagaiimana diijeilaskan dalam pasal 7 poi int 2 Undang-undang teintang 

pe imbeintukan peiraturan peirundang-undangan yang beirbunyi i; 

“Ke ikuatan hukum Peiraturan Peirundang-undangan seisuai i deingan hiie irarkii 

se ibagaiimana diimaksud pada ayat (1)”. 

Alhasi ih dalam peirmasalah iinii sudah di imulaii darii pe iraturan diiatasnya 

kareian peiraturan diiatasnya teirdapat ke isalahan dan tiidak meimbeiri ikan 

pe irliindungan hukum, maka peiraturan di ibawahnya juga tiidak biisa 

meimbe iriikan pe irliindungan hukum seipe inuhnya. 

Dalam Peiraturan Meintri i Agama Nomor 20 Tahun 2021 teintang 

se irtiifi ikasi i halal bagii pe ilaku usaha Miikro dan Ke iciil juga meingatur syarat darii 

pe indampiing prose is produk halal (PPH). Pe indampiing PPH me irupakan orang 

yang meimbantu dan meilakukan veiri ifiikasi i dan valiidasii se irti ifi ikasii halal gratiis 

atau proseis se irti ifiikasi i halal seike ima Seilf deiclarei 
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Se ilf deiclare i adalah proseis se irti ifiikasi i halal produk usaha miikro dan 

ke iciilo (UMK) se icara mandiiri i. Seilf deiclare i dapat diigunakan oleih pe ilaku 

UMK ji ika teilah meime inuhii syarat teirteintu, dan juga harus meingunakan 

pe indampiingan oleih pe indampiing prose is produk halal (PPH) yang te ilah 

teirdaftar67. UMK yang bi isa me ingunakan se ike ima seilf de icleir adalah yang 

meingunakan produk ti idak beire isi iko dan teirjamiin ke ihalalanya, seirta dalam 

meimproduksi i di ipastiikan keihalalannya dan se ide irhana.  

Pe ilaku UMK akan di idampiingi i oleih pe indampiing Prose is Prode ik Halal 

(PPH) dalam prose is se irtiifi ikasi i halal de ingan seike ima seilf deiclarei, 

se ibagaiimana diije ilaskan dalam Pasal 1 Poi int 12 Peiraturan Meintrii Agama 

Nomor 20 Tahun 2021 teintang seirti ifiikasi i halal bagii peilaku usaha Miikro dan 

Ke iciil, “Pe indampiing PPH adalah keigi iatan meindampiingi i Pe ilaku Usaha miikro 

dan ke iciil dalam meime inuhii pe irsyaratan pe irnyataan keihalalan Produk”. 

Pe indampiing PPH me irupakan orang yang meilakukan veiriifi ikasi i dan valiidasii 

ke ihalalan produk dan juga nantiinya meimbatu peilaku usaha miikro dan keici il 

untuk meilakukan proseis se irti ifiikasi i halal. 

Syarat peindampiing PPH di ijeilaskan dalam pasal 12 Peiraturan Meintrii 

Agama Nomor 20 Tahun 2021 teintang se irtiifi ikasii halal bagii pe ilaku usaha 

Mi ikro dan Ke iciil yaiitu; 

a. Warga neigara Iindoneisi ia 

b. Be iragama Iislam 

c. Me imiili ikii wawasan luas dan me imahamii syari iat meinge inaii ke ihalalan 

Produk 

d. Me imiili ikii se irti ifiikat peilatiihan peindampiing PPH. 

Pe indampiing PPH me irupakan ujung tombak darii se irtiifi ikasi i halal 

se ike ima seilf deiclare i. Kareina peindampiing PPH i ini ilah yang nantiinya akan 

meimbantu UMK dalam proseis se irti ifiikasi i halal mandiirii. Pe indampiing PPH 

 
67 Fitri Raifiainti, Robi Krisnai, dain Erwin Raidityo, “Dinaimikai Pendaimpingain Mainaijemen 

Hailail Baigi Usaihai Mikro dain Kecil Melailui Prograim Self Declaire”, Jurnail Saiins Sosio Humainiorai, 

Volume 6, Nomor 1, (Juni 2022), hlm. 639. 
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akan lagsung meiliihat kei dapur UMK dalam meimastiikan bahwa produk yang 

di igunakan oleih UMK untuk me improduksi i produknya beinar-beinar halal.  

Ji ika diiliihat syarat darii peindampiing PPH teirliihat sangat umum, tiidak 

ada speisi ifi ikasi i khusus dari i syarat teirse ibut. Bagaiimana mungkiin de ingan 

syarat teirse ibut akan meimbeiri ikan peirli indungan hukum bagii masyarakat, 

syarat teirse ibut juga tiidak meinye ibutkan miini imal umur atau cakap hukum yang 

mana diikhawatiirkan orang yang meindaftar peindampiing PPH ti idak cukup 

umur dan tiidak cakap hukum se ihiingga ti idak bi isa meimbe iriikan pe irliindungan 

hukum bagii masyarakat. Dan diikhawatiirkan diimanfaatkan oleih orang-orang 

yang tiidak beirtangung jawab yang hanya meinguntungkan diiri i seindi iri i, 

meirugi ikan orang laiin se ihi ingga ti idak meimbeiri ikan pe irliindungan hukum bagii 

masyarakat. 

 

B. Konstruksi Ideal Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Produk Pangan 

Halal Ditinjau Dari Aspek Kemanfaatan 

Hadi irnya Undang-undang jamiinan produk halal seiharusnya meinjadii 

pe irliindungan yustiisi iabeil atau keipasti ian pe irliindungan hukum teirhadap tiindakan 

yang seiwe inang-we inang, deingan harapan masyarakat akan meindapat keipastiian 

pe irliindungan hukum dan ke imanfaatan hukum. Ke imanfaatan meirupakan harapan 

yang harus di ipe inuhii dalam peine igakan hukum,  dan dalam peine igakan atau 

pe ilaksanaan hukum, masyarakat beirhadap ada keimanfaatan atau keigunaan dariinya.  

Ke imanfaatan adalah landasan untuk meindapatkan keiadiilan, dan keiadiilan 

dapat diiukur deingan keimanfaatan iitu se indiiri i, se irta ukuran adiil atau tiidaknya 

pe irbuatan biisa di iukur de ingan pri insi ip ke imanfaatan68. Satjiipto Raharjo meingatakaan 

bahwa keiadiilan meirupakan salah satu niilaii utama, akan teitapii teitap harus meiliihat 

de ingan yang laiinnya seipe irtii keimanfaatan (utiili ity, doeilmati igheii id). Oleih kareina iitu 

 
68 Aindre Aitai Ujain, “Keaidilain Demokraisi, Telaiaih Filsa ifait Politik Jhon Raiwls”, (Yogyaikairtai: 

Kainisuis, 2001), hlm. 21. 
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pe irbandiingan antara manfaat dan peingorbanan harus seii imbang diidalam peine igakan 

hukum69.  

Sudi ikno Me irtokusumo meingatakan bahwa dalam proseis pe ilaksanaan atau 

pe ineigakan hukum, masyarakat meingharapkan adanya manfaat. Hukum adalah 

untuk manusiia, ole ih kareina i itu peilaksanaan hukum atau peine igakkan hukum harus 

meimbe irii manfaat atau keigunaan bagi i masyarakat. Jangan sampaii dalam 

pe ilaksanaan atau peineigakan hukum malah justru meini imbulkan keireisahan dii 

masyarakat iitu se indiiri i

70. 

Gustaf  Radbruch,  dalam  konseip  “Ajaran Priioriitas Baku” meingatakan 

bahwa ada tiiga iide i dasar hukum atau tujuan hukum yaiitu, keipastiian hukum, 

ke iadiilan, dan keimanfaatan. Keipastiian hukum dalam artii se impiit be irmakna hukum 

meirupakan peirtaruran yang harus diitaati i, se idangkan keiadiilan meirupakan hak 

se imua orang dii pe ingadi ilan, dan keimanfaatn atau keigunaan beirmakna gambaran iisi i 

hukum kareina iisi i hukum se isuaii de ingan tujuan hukum teirse ibut. Iideialnya hukum 

harus mampu meingsi ine irgi ikan antara keitiiganya guna keise ijahteiraan dan 

ke imakmuran masyarakat71. 

Dalam peimbahasan jamiinan produk halal harus meimbe iriikan ke imanfaatan 

bagii masyarakat, peiraturan peirundang-undangan yang meingatur teintang jamiinan 

produk halal harus meinjamiin peirliindungan hukum seihi ingga deingan hadiirnya 

pe iraturan teirse ibut masyarakat meindapatkan keimanfaatan. Keimanfaatan hukum 

bi isa di irasakan oleih masyarakat jiika dalam pe iraturan peirundang-undangan mampu 

meimbe iriikan hak-hak masyarakat, seilaras dan konsiistein deingan peiraturan laiinya 

dan tiidak meini imbulkan keire isahan dii masyarakat.  

Pe irtama,  peingaturan jamiinan produk halal dalam Undang-undang Nomor 6 

Tahun 2023 teintang Peine itapan Peiraturan Pe imeiri intah Peinggantii Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2022 teintang Ciipta Ke irja meinjadii Undang-Undang teirdapat 

be ibeirapa pasal yang diirubah dan diitambah, diiantaranya antara pasal 4 dan pasal 5 

 
69 Riduain Syaihraini, “Raingkumain intisairi Ilmu Hukum”, (Baindung: Citrai Aiditiai Baikti, 2009), 

hail. 22. 
70 Supriyono, “Terciptainyai Raisai Keaidilain, Kepaistiain, dain Kemainfaiaitain dailaim Kehidupain 

Maisyairaikait”, Jurnail Ilmiaih FENOMENAi, Volume XIV, Nomor 2, (November 2016), hlm. 1580. 
71 Siti Haililaih dain Mhd. Faikhrurraihmain Airif, “Aisais Kepaistiiain Hukum Menurut Pairai A ihli”, 

Siyaisaih: Jurnail Hukum Taitai Negairai, Vol. 4, No. 2, (Desember 2021), hlm. 58.  
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di isi isi ipkan pasal 4A, dalam pasal 4 meinje ilaskan meinge inaii keiwajiiban se irtiifi ikasii 

halal teirhadap produk pangan yang beire idar dii Iindone isi ia, se idangkan dalam 

pe inambahan pasal 4A diikhususkan hanya untuk peilaku usaha miikro dan ke iciil yang 

mana diijeilaskan bahwa keiwajiiban seirti ifiikasi i halal diidasarkan atas peirnyataan halal 

pe ilaku usaha. 

Ji ika di iliihat peinambahan pasal teirse ibut di ikhususkan untuk pe ilaku usaha 

miikro dan keici il kareina jumlah peilaku usaha miikro dan keiciil dii Iindone isi ia pada 

se iktor pangan masiih meindomi inasii, te irleibi ih pe ilaku usaha miikro dan ke ici il banyak 

yang acuh tak acuh teirhadap seirtiifi ikasii halal, padahal peimeiri intah meincanagkan 

bahwa pada Oktobeir 2024 se imua produk pangan yang beire idar di i I indone isi ia wajiib 

be irse irtiifi ikasii halal tanpa teirke icualii. Agaknya peinambahan pasal 4A beirni iat baiik 

untuk meimpeirmudah peilaku usaha miikro dan keici il akan teitapii te irdapat diiksi i kata 

yang dapat meirugi ikan masyarakat yaiitu “Untuk Peilaku Usaha miikro dan keiciil, 

ke iwajiiban beirse irtiifi ikat halal seibagaiimana di imaksud dalam Pasal 4 diidasarkan atas 

pe irnyataan halal Peilaku Usaha miikro dan ke iciil”.   

Pe inambahan pasal dalam Undang-undang seiharusnya dapat meimpe irkuat 

pe irliindungan hukum dan juga meimbeiri ikan keimanfaatan bagii masyarakat. Akan 

teitapii dalam peinambahan pasal 4A Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 ti idak 

meimbe iriikan peirli indungan hukum dan meini imbulkan keireisahan dii masyarakat. 

Masyarakat reisah ji ika peilaku usaha yang meinge iluarkan peirnyataan halal produk, 

kareina akan banyak peilaku usaha yang tiidak be irtangung jawab seirta 

meinguntungkan diiri i se indi irii se ihi ingga banyak masyarakat yang diirugi ikan. 

Pe inambahan pasal teirse ibut se iharusnya se ilaras deingan pasal 1 poi int 10  

Undang-undang nomor 33 tahun 2014 teintang jamiinan produk halal bahwa 

se irtiifi ikasi i halal diidasarkan atas peirnyataan BPJPH me ilaluii si idang fatwa MUIi. 

BPJPH me irupakan satu-satunya leimbaga yang beirhak meinge iluarka peirnyataan 

ke ihalalal produk meilaluii si idang fatwa MUIi, se ihi ingga Peirnyataan teirse ibut 

meimbe iriikan peirliindungan hukum bagi i masyarakat dan juga masyarakat 

meindapatkan keimanfaatan darii hadi irnya hukum teirse ibut, se ibagaiimana 

pe indapatnya Sudi ikno Me irtokusumo me ingatakan bahwa hukum harus meimbeiri ikan 

ke imanfaatan atau keigunaan bagii masyarakat. Oleih kareina i itu dalam pasal 4A 
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Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 i ideialnya harus diirubah meinye isuaiikan 

de ingan pasal 1 poiint 10  Undang-undang jamiinan produk halal agar meimbe iriikan 

pe irliindungan hukum dan juga meimbe iriikan ke imanfaatan bagii masyarakat. 

Ke idua, dalam Peiraturan Peimeiri intah Nomor 39 Tahun 2021 teintang 

Pe inye ileingaraan jamiinan produk halal juga teirdapat pasal yang tiidak se ilaras deingan 

pasal 1 poiint 10  Undang-undang jamiinan produk halal. Yaiitu Pasal 1 poiint 11 dan 

pasal 79 ayat 1, dalam pasal teirse ibut juga meingatakan bahwa keiwajiiban se irtiifi ikasii 

halal diidasarkan peirnyataan keihalalal atas pe ilaku usaha.  

Dalam proseis se irtiifi ikasi i halal seiharusnya tiidak ada campur tangan peilaku 

usaha, peilaku usaha hanya diipeirbole ihkan meinunjukkan komposi isi i atau bahan 

olahan produknya keipada audiitor halal atau peindampiing PPH yang nanti inya 

audiitor halal atau peindampiing PPH me inve iriifi ikasi i dan valiidasii se irta me ilaporkan 

hasi ilnya kei LPH ke imudiian LPH akan meilaporkan kei PBJPH dan BPJPH 

meilajutkan kei MUIi untuk diilakukan siidang fatwa dan hasiilnya akan diikeiluarkan 

oleih BPJPH. 

Dalam Peiraturan Peime iriintah Nomor 39 Tahun 2021 banyak meingadopsi i darii 

pe iraturan diiatasnya se ihiingga ke itiika pe iraturan di iatasnya teirdapat pasal yang tiidak 

meimbe iriikan keimanfaatan maka peiraturan di ibawahnya akan meingi ikutii. Se iharusnya 

Pasal 1 poiint 11 dan pasal 79 ayat 1 Peiraturan Pe imeiri intah Nomor 39 Tahun 2021 

harus diirubah meinyeisuai ikan deingan peiraturan paliing tiinggi i dalam peimbahasan iini i 

yaiitu pasal 1 poiint 10  Undang-undang jamiinan produk halal. Deingan be igi itu 

pe iraturan teirse ibut biisa meimbe iriikan ke imanfaatan bagii masyarakat. 

Ke itiiga, dalam Peiraturan Meintrii Agama Nomor 20 Tahun 2021 teintang 

se irtiifi ikasi i halal bagii peilaku usaha Miikro dan Keici il juga yang tiidak seilaras deingan 

Undang-undang jamiinan produk halal, kareina se icara hiirarki i Pe iraturan Meintrii 

Agama Nomor 20 Tahun 2021 meirupakan peiraturan paliing bawah dalam 

pe imbahasan iini i, se ihi ingga keiti ika peiraturan-pe iraturan diiatasnya teirdapat keisalahan 

maka peiraturan diibawahnya juga akan sama.  

Dalam pasal 11 Peiraturan Meintri i Agama Nomor 20 Tahun 2021 se iharusnya 

di irubah dan diise ilaraskan deingan pasal 1 poi int 10  Undang-undang jamiinan produk 

halal yang meirupakan peiraturan paliing tiinggi i dalam peimbahasan iini i. Ke itiika 
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pe iraturan darii atas sampaii ke ibawah sudah se ilaras dan harmoniis, maka peiraturan 

teirse ibut mampu meimbe iriikan ke imanfaatan dan hal iitu meirupakan harapan darii 

masyarakat. 

Ke ie impat, seilanjutnya dalam Peiraturan Pe imeiri intah Nomor 39 Tahun 2021 

teintang Pe inyeile ingaraan jamiinan produk halal teirdapat pasal yang tiidak se ilaras atau 

tiidak meingi ikutii pasal diiatasnya. Dalam pasal 78 poiint 1 Peiraturan Peimeiri intah 

Nomor 39 Tahun 2021 meinye ibutkan bahwa masa beirlakunya seirti ifiikasi i halal 

adalah seilama 4 tahun dan wajiib meilakukan peirpanjangan seiharusnya di irubah 

meingi ikutii pe iraturan diiatasnya yaiitu pasal 42 poi int 1 Undang-undang Nomor 6 

Tahun 2023 yang me inyatakan bahwa masa se irtiifi ikasi i halal tiidak wajiib 

di ipeirpanjang seilama tiidak ada peirubahan komposi isi i atau bahan olahan produk, 

artiinya masa beirlalu seirti ifiikasi i halal seiumur hiidup atau seilamanya, seilama tiidak 

ada peirubahan komposiisi i atau bahan olahan produk pangan teirse ibut. 

Se iharusnya Pe iraturan Peimeiri intah Nomor 39 Tahun 2021 meingi ikutii asas le ix 

supe iri ior de iragat leix iinfeiri ior, yang mana peiraturan peirundang-undangan yang 

se icara hiirarkii posi isi inya beirada diibawah tiidak boleih be irteintangan deingan peiraturan 

pe irundang-undangan diiatasnya. Artiinya Pe iraturan Peimeiri intah Nomor 39 Tahun 

2021 harus meingi ikutii peiraturan diiatasnya yaiitu Undang-undang Nomor 6 Tahun 

2023 dan tiidak boleih be irteintangan. 

Ke iliima, dalam proseis pe irpanjangan seirtiifi ikasii halal yang diije ilaskan dalam 

pasal 82, pasal 83, dan pasal 84 Peiraturan Pe imeiri intah Nomor 39 Tahun 2021 

teintang Peinye ileingaraan jamiinan produk halal harus diirubah dan diise isuaiikan 

de ingan peiraturan diiatasnya, yaiitu pasal 42 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023. 

Agar meimbeiri ikan keimanfaatan hukum bagii masyarakat maka Peiraturan 

Pe imeiri intah Nomor 39 Tahun 2021 harus se ilaras deingan Undang-undang Nomor 6 

Tahun 2023.  

Pe iraturan Peimeiri intah Nomor 39 Tahun 2021 meinge inaii prose is pe irpanjangan 

se irtiifi ikasi i halal harus seige ira diirubah dan di ipeirbaruii agar tiidak meimbiimgungkan 

masyarakat keiti ika teirdapat peirubahan komposiisi i dan heindak meimpeirbaru 

se irtiifi ikasi i halal, kareina dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 pasal 42 poiint 

3 diijeilaskan bahwa peingaturan leibiih lanjut meingeinai i peirpanjangan seirtiifi ikasi i halal 
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di iatur dalam peiraturan peime iriintah, se idangkan dalam Pe iraturan Pe imeiri intah Nomor 

39 Tahun 2021 masi ih meingunakan peiraturan lama beilum ada peimbaruan. Agar 

meimbe iriikan keimanfaatan bagii masyarakat makan Peiraturan Peime iriintah Nomor 39 

Tahun 2021 teintang proseis pe irpanjangan se irtiifi ikasi i halal untuk seige ira diipeirbaruii 

meinye isuai ikan deingan peiraturan diiatasnya. 

Ke ie inam, Meimbahas meinge inaii syarat pe indampiing PPH se iharusnya syarat 

teirse ibut diitambah deingan be ibeirapa poiint, agar syarat peindampiing PPH me injadii 

se ipe isi ifiik dan meinjadii pe iliindung hukum se ihiingga masyarakat meindapat 

ke imanfaatan hukum bagii masyarakat. Diiantara syarat yang harus ada dalam syarat 

pe indampiing PPH adalah; 

Pe irtama, tiidak ada batasan baliigh dalam syarat teirse ibut. Dalam iislam salah 

satu syarat dalam beiri ibadah dan beiramal adalah baliigh. Baliigh dalam fiiqi ih i islam 

adalah batasan seisorang yang mulaii di iwaji ibkan deingan hukum-hukum syarii, bali igh 

juga diitandaii de ingan keimampuan seise iorang dalam meimbe idakan mana yang baiik 

dan mana yang buruk, kareina kata baliigh se ilalu diisandi ingkan deingan kata aqiil atau 

aqiilbaliigh72. Meinurut Iimam Syafiiii batasa baliigh bagii lakii-lakii adalah 15 tahun dan 

bagii pe ireimpuan 9 tahun seidangkan meinurut Iimam Hambalii baliigh bagii lakii-lakii 

di itandaii de ingan mi impii basah atau 15 tahun se idangkan pe ireimpuan di itandaii de ingan 

haiid73. 

Baliigh meirupakan hal yang sangat peinti ing dalam beiri ibadah dan muamalah, 

bahkan meinurut ulama fiiqi ih, baliigh me irupakan syarat wajiib untuk be iri ibadan dan 

muamalah. Dalam iislam juga diise ibutkan bahwa baliigh meirupakan batasan cakap 

hukum se ise iorang. Pe indampiing PPH me irupakan iibadah kareinan meimbantu UMK 

untuk se irtiifi ikasii halal dan juga muamalah kareina peindampiing halal meindapatkan 

ke iuntungan darii meimbantu UMK dalam prose is se irti ifiikasi i halal. Oleih kareina i itu 

syarat baliigh harus diimasukkan keidalam syarat peindampiing PPH agar masyarakat 

meindapatkan keimanfaatan baiik darii hukum posi itiif ataupun hukum iislam. 

 
72 Rohmait Mulyainai Saipdi, dain Cucu Komailai, “Pembentukain Kairaikter Tainggung Jaiwaib 

Menuju Maisai Aiqil Bailigh”, Jurnail Perspektif, Vol. 7 No. 1 Mei 2023), hlm. 53. 
73 Aibd-Airraihmain Ail-Jaiziri, “Kitaib Ailfiqh Ailai Maidzaihib Ailai Airbaiaih”, (Baiyrut: Dair’ail Kutub 

Ail-Ilmiyaih, 2003), hlm, 313-314. 
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Baliigh se iharusnya diimasukan se ibagaii syarat peindampiing PPH kare ina jiika 

se ise iorang teirse ibut sudah baliigh maka akan leibi ih matang dalam beirfi iki ir dan juga 

cakap hukum, baliigh juga meimbe intuk rasa tangung jawab dan baliigh juga 

meimbe intuk meintal seise iorang se ihiingga de ingan diimasukka syarat baliigh dalam 

pe indampiing PPH, pe indampi ing PPH be inar-be inar mampu meimbe idakan mana yang 

halal dan haram seirta keimatangan dalam be ifiiki ir. 

Ke idua, tiidak ada batasan umur/usiia dalam syarat teirse ibut. Se ilaiin baliigh, 

umur juga peintiing diimasukkan dalam syarat peindampiing PPH. Di i Iindone isi ia baliigh 

dan usiia deiwasa meimi iliiki i peirbe idaan, kareina hiingga saat iini i peirde ibatan atara ulama 

de ingan peimeiri intah Iindoneisi ia meige inaii bali igh dan usiia deiwasa be ilum meine imukan 

tiiti ik teirang. Usi ia de iwasa adalah orang yang sudah cakap hukum. Cakap hukum 

meirupakan keiti ika seise iorang meilakukan ti indakan hukum, maka dapat diike inakan 

tiindakan hukum darii apa yang diipe irbuat74.  

Dalam pasal 330 Kiitab Undang-undang Hukum Pe irdata diijeilaskan bahwa 

Yang beilum deiwasa adalah meire ika yang be ilum meincapaii umur geinap dua puluh 

satu tahun dan tiidak kawiin se ibe ilumnya. Arti inya jiika seise iorang beilum meincapaii 

usi ia 21 tahun dan beilum meini ikah maka beilum diikatakan deiwasa. Dalam Surat 

E idaran Mahkama Agung Nomor 7 Tahun 2012 Te intang rumusan hukum hasiil rapat 

pleino kamar Mahkamah Agung se ibagaii pe idoman peilaksanaan tugas bagii 

Pe ingadiilan, meinjeilaskan bahwa “yang di imaksud deingan deiwasa adalah cakap 

be irtiindak dii dalam hukum yaiitu orang yang teilah meincapaii umur 18 tahun atau 

teilah kawi in”. Hadiirnya SE iMA nomor 7 tahun 2012 se ikaliigus me ighapus batasan 

usi ia deiwasa atau cakap hukum dalam Hukum Pe irdata. 

Pe intiingnya batasan usiia dalam syarat peindampiing PPH kare ina antara baliigh 

dalam hukum iislam dan usi ia de iwasa dalam hukum posi iti if ti idak meimi iliiki i ke isamaan. 

Dalam usiia baliigh tiidak diise ibutkan seicara jeilas batasa usiia deiwasa, hanya 

di ise ibutkan tanda-tanda usiia deiwasa bagi i lakii-lakii di itandaii de ingan miimpi i basah 

se idangkan peire impuan diitandaii de ingan haiid se idangkan dalam usiia deiwasa 

di ise ibutkan seicara jeilas usi ia yang sudah deiwasa yaiitu 18 tahun.  

 
74 Ruzaiipaih, Aibdul Mainain, dain Qurrotai Ai’yun, “Penetaipain Usiai Kedewaisaiain Dailaim Sistem 

Hukum Di Indonesia i”, JURNAiL MISAiQAiN GHAiLIZAiN, Vol 1, No 1, (Juni 2021), hlm. 2. 
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Iide ialnya batasan usiia dalam syarat peindampiing PPH adalah 18 tahun. Kare ina 

di iusi ia 18 tahun se ise iorang sudah masuk dalam usiia baliigh me inurut hukum i islam 

dan juga sudah masuk usi ia deiwasa atau cakap hukum dalam hukum posiiti if. Pada 

usi ia 18 tahun se ise iorang juga sudah matang dalam beirfi ikiir dan juga mampu be irfiiki ir 

se icara logiis. 

Ke itiiga, tiidak ada syarat peindiidi ikan dalam syarat peindampiing PPH. Me inurut 

Mahatma Gandhii Peindi idi ikan adalah seisuatu yang peintiing baiik bagii lakii-lakii 

maupun peire impuan, dan peindi idiikan meirupakan sumbeir pe irkeimbangan 

ke ipriibadi ian manusiia yang seii imbang75. Di idalam pasal 1 angka 1) Undang-undang 

Nomor 20 Tahun 2003 Teintang Si isteim Pe indiidi ikan Nasi ional meinje ilaskan bahwa 

“Pe indiidi ikan adalah usaha sadar dan teire incana untuk meiwujudkan suasana be ilajar 

dan prose is pe imbeilajaran agar peise irta diidi ik se icara aktiif meinge imbangkan poteinsi i 

di iriinya untuk meimi iliiki i ke ikuatan spiiri itual keiagamaan, peingeindaliian di irii, 

ke ipriibadi ian, keice irdasan, akhlak muliia, seirta keite irampiilan yang diipe irlukan diiriinya, 

masyarakat, bangsa dan neigara”. 

Adanya pe indiidi ikan di i Iindone isi ia be irfungsi i untuk me ingeimbangkan geine irasii 

bangsa seibagaiimana yang diijeilaskan dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 20 

Tahun 2003 Teintang Siiste im Pe indiidi ikan Nasi ional yang beirbunyii: “Pe indiidi ikan 

nasi ional beirfungsi i meinge imbangkan keimampuan dan meimbeintuk watak seirta 

pe iradaban bangsa yang beirmartabat dalam rangka meinceirdaskan keihi idupan 

bangsa, beirtujuan untuk beirke imbangnya poteinsi i peise irta diidi ik agar meinjadii 

manusiia yang beiriiman dan beirtakwa keipada Tuhan Yang Maha Eisa, be irakhlak 

muliia, se ihat, beiri ilmu, cakap, kreiatiif, mandi irii, dan me injadii warga neigara yang 

de imokratiis se irta be irtanggung jawab”. Arti inya deingan pe indi idiikan se ise iorang akan 

meimi iliiki i keicakapan dan juga iilmu, keicakapan dan iilmu iiniilah yanng diibutuhkan 

oleih pe indampiing PPH. De ingan peindi idiikan seise iorang akan leibiih matang dalam 

be irfiiki ir dan juga deingan pe indiidi ikan akan meinumbuhkan rasa tangung jawab. 

Pe indi idiikan yang i ide ial untuk meinjadii syarat pe indampiing PPH adalah miini imal 

be irpeindi idi ikan SMA/SMK atau seide irajat. Kareina pada masa iitu se ise iorang sudah 

 
75 Gaigain Aidityai Faiuzain, “Guru Honorrer dailaim Liingkairain Ketidaikaidilain, Journail on 

Educaition”, Vol. 04, No. 01, (December 2021), hlm. 198. 
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be ilajar se ilama 12 tahun diimulaii dari i SD hi ingga SMA. Se ilama 12 tahun iitulah 

se ise iorang akan banyak meindapat wawasan, moral, akhlak yang baiik, peinge indaliian 

di irii, ke imatangan dalam beirfiiki ir, i ilmu umum ataupun agama dan juga iilmu 

meinge inaii pangan halal dan haram. 

Ke itiiga syarat teirse ibut i ide ialnya diitambahkan dalam syarat pe indampiing PPH 

kareina, de ingan di itambahnya keitiiga syarat teirse ibut bi isa me impeirse impiit ke ijahatan 

oknum-oknum peindampiing PPH yang tiidak beirtangung jawabseihi ingga masyarakat 

tiidak di irugi ikan dan meindapat keimanfaatan dariinya. De ingan di itambah syarat 

baliigh, miini imal usiia 18 tahun dan miiniimal peindi idi ikan SMA/SMK se ide irajat dalam 

pe indampiing PPH, orang-orang yang akan masuk meinjadii pe indampiing PPH 

meirupakan orang-orang piiliihan yang beinar-beinar sudah matang dalam beirfi ikiir, 

cakap dalam hukum, dan juga beirpe indi idiikan atau beirwawasan luas teirleibi ih 

pe imahaman meinge inaii pangan halal dan haram. 

De ingan diitambahkan keitiiga syarat teirse ibut juga akan meimpe irmudah dalam 

pe irliindungan dan peine igakan hukum. Me inurut Satjiipto Rahardjo peineigakan hukum 

adalah proseis untuk me iwujudkan dari i ciita-ciita hukum meinjadii ke inyataan, ciita-ciita 

hukum meirupakan ni ilaii-niilaii dari i pe iraturan pe irundang-undangan76. Pe ine igakan 

hukum juga meirupakan prose is pe irwujudan iide i yai itu suatu usaha untuk 

meiwujudkan iide i-i idei ke iadiilan, keipastiian hukum, dan keimanfaatan sosiial meinjadii 

ke inyataan77. 

Dalam meingukur ke ibeirhasi ilan peineigakan hukum dii Iindone isi ia, keimanfaatan 

meirupakan satu aspeik yang tiidak biisa diile ipaskan. Aliiran Utiiliitariiani ismei 

meinje ilaskan bahwa peine igakan hukum meimpunyaii tujuan beirdasarkan manfaat 

teirte intu yaiitu teiori i manfaat dan teiori i tujuan. Dalam meineigakkan tiindak pi idana 

bukan hanya seike idar meinjeirat hukum beilaka akan teitapii ada tujuan-tujuan yang 

be irmanfaat. Diisi ini i keimanfaatan diiartiikan de ingan keibahagiiaan (happiine iss). Hukum 

 
76 Saitjipto Raihairdjo, “Perkembaingain Sosiologi Hukum, Metode dain Pilihain Maisailaih”, 

(Suraikairtai: Muhaimmaidiyaih Press, 2002), hlm. 173. 
77 Haisaiziduhu Moho, “Penegaikain Hukum di Indonesiai Menurut Aispek Kepaistiain Hukum, 

Keaidilain, dain Kemainfaiaitain”, Jurnail Wairtai Dhairmaiwaingsai, Vol. 13, No.1, (Jainuairi 2019), hlm. 6. 
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yang baiik yaiitu hukum yang mampu meimbe iriikan keibahagiiaan keipada orang 

banyak78. 

Hukum akan seilalu trus beirprose is me injadi i yang leibi ih baiik se isuai i deingan 

ke ibutuhan dan keihiidupan masyarakat. Ke ise impurnaan hukum dan juga kualiitas 

hukum diive iriifi ikasiikan dalam faktor-faktor keiadi ilan, keise ijahteiraan, dan keipe iduliian 

teirhadap masyarakat79. 

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami penelitian yang peneliti 

lakukan, oleh karena itu peneliti akan menguraikan dalam bentuk tabel 

sebagaimana beriku; 

Tabel 1: Perlindungan Hukum Pangan Halal 

Peraturan yang belum memberikan 

perlindungan hukum 

Konstruksi ideal perlindungan 

hukum dilihat dari aspek 

kemanfaatan 

Satjiipto Rahardjo meingatakan bahwa 

pe irliindungan hukum meirupakan upaya 

untuk meimbe iriikan hak asasi i manusiia 

yang diirugi ikan oleih orang laiin 

se ihi ingga masyarakat meindapatkan 

pe irliindungan atas hak-haknya yang 

di ibeiri ikan oleih hukum. 

Sudi ikno Me irtokusumo mengatakan 

hukum adalah untuk manusiia, oleih 

kareina iitu peilaksanaan hukum atau 

pe ineigakkan hukum harus meimbeiri i 

manfaat atau keigunaan bagii 

masyarakat. 

Terdapat beberapa pasal yang 

multitafsir seperti yang terdapat dalam 

pasal 4A Undang-undang Nomor 6 

Tahun 2023, Pasal 1 point 11 dan pasal 

79 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 

39 Tahun 2021, dan Pasal 11 Peraturan 

Mentri Agama Nomor 20 Tahun 2021. 

Agar mendapatkan kemanfaatan, bunyi 

pasal “kewajiban sertifikasi halal 

didasari atas pernyataan halal pelaku 

uhasa” yang terdapat dalam pasal 4A 

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023, 

Pasal 1 point 11 dan pasal 79 ayat 1 

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 

2021, dan Pasal 11 Peraturan Mentri 

 
78 Ibid, hlm. 10. 
79 Saitjipto Raihairjo, “Hukum Progresif”, (Yogyaikairtai: Gentai Publishing, 2009), hlm. 5 



 

45 
 

Pasal-pasal diatas menjelaskan bahwa 

kewajiban sertifikasi halal didasari atas 

pernyataan pelaku uhasa. Masyarakat 

re isah jiika peilaku usaha yang 

meinge iluarkan peirnyataan halal 

produk, kare ina akan banyak peilaku 

usaha yang tiidak beirtangung jawab 

se irta meinguntungkan diiri i se indi iri i 

se ihi ingga banyak masyarakat yang 

di irugiikan. Selain itu pasal tersebut juga 

tidak harmonis dengan pasal 1 point 10 

Undang-undang nomor 33 tahun 2014 

tentang jaminan produk halal. 

Agama Nomor 20 Tahun 2021 harus 

dirubah atau diperjelas agar tidak 

multitafsir, karena bunyi pasal tersebut 

memiliki banyak makna salah satunya 

dapat diartikan bahwa sertifikasi halal 

hanya didasari pernyataan pelaku 

usaha. Pernyataan tersebut yang 

merugikan. Dan juga pasal tersebut 

harus di harmoniskan dengan pasal 1 

point 10 Undang-undang nomor 33 

tahun 2014 tentang jaminan produk 

halal. 

Terdapat peraturan yang tidak 

harmonis yaitu antara pasal 78 point 1, 

pasal 82, pasal 83, dan pasal 84 

Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 

2021 dengan pasal 42 Undang-undang 

Nomor 6 Tahun 2023. Pasal tersebut 

membahas tentang masa berlakunya 

sertifikasi halal dan juga proses 

perpanjangan sertifikasi halal. 

Dalam pasal 78 point 1, pasal 82, pasal 

83, dan pasal 84 Peraturan Pemerintah 

Nomor 39 Tahun 2021 tentang 

Penyelengaraan jaminan produk halal 

yang membahas tentang proses 

perpanjangan sertifikasi halal harus 

segera diperbarui karena pasal 42 

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 

dijelaskan bahwa pengaturan lebih 

lanjut tentang perpanjangan sertifikasi 

halal diatur dalam peraturan 

pemerintah, akan tetrapi peraturan 

pemerintah blom ada pembaruan 

sehingga peraturan tersebut dapat 

merugikan masyarakat. 

syarat dari pendamping PPH yang 

terdapat dalam pasal 12 Peraturan 

Untuk memberikan perlindungan 

hukum dan juga kemanfaatan bagi 
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Mentri Agama Nomor 20 Tahun 2021 

tentang sertifikasi halal bagi pelaku 

usaha Mikro dan Kecil yaitu; 

a. Warga negara Indonesia 

b. Beragama Islam 

c. Memiliki wawasan luas dan 

memahami syariat mengenai kehalalan 

Produk 

d. Memiliki sertifikat pelatihan 

pendamping PPH. 

syarat dari pendamping PPH terlihat 

sangat umum, tidak ada spesifikasi 

khusus dari syarat tersebut yang bisa 

memberikan perlindungan hukum. 

masyarakat maka syarat pendamping 

PPH yang dijelaskan dalam pasal 12 

Peraturan Mentri Agama Nomor 20 

Tahun 2021 tentang sertifikasi halal 

bagi pelaku usaha Mikro dan Kecil 

harus ditambah dengan beberapa point 

yaitu baligh sebagai syarat wajib 

ibadah dan muamalah dalam hukum 

islam, minimal usia 18 tahun 

merupakan usia yang sudah cakap 

hukum dan minimal pendidikan 

SMA/SMK sederajat masa dimana 

seseorang sudah mendapatkan 

wawasan dari pendidikan dan sudah 

cukup matang dalam berfikir.. 

 

KESIMPULAN 

Pe ine iliitiian iini i meimiili ikii tujuan pada konklusi i kongkriit meinjawab atas 

pe irmasalahan yang meindasari i dalam peine iliitiian i ini i. Be irdasarkan analiisi is di iatas, 

teirdapat beibeirapa poiint yang meinjadii hasi il akhiir darii pe ineili itiian iini i yaiitu: 

1. Hasi il analiisi is yang sudah pe ine iliitii paparkan di iatas diiteimukan be ibeirapa pasal 

yang beilum meinjamiin pe irliindungan hukum yaitu, masih banyak pasal yang 

multitafsir seperti yang terdapat dalam pasal 4A Undang-undang Nomor 6 

Tahun 2023, Pasal 1 point 11 dan pasal 79 ayat 1 Peraturan Pemerintah 

Nomor 39 Tahun 2021, dan Pasal 11 Peraturan Mentri Agama Nomor 20 

Tahun 2021. Selain itu juga di temukan peraturan yang tidak harmonis yaitu 

antara pasal 78 point 1, pasal 82, pasal 83, dan pasal 84 Peraturan Pemerintah 

Nomor 39 Tahun 2021 dengan pasal 42 Undang-undang Nomor 6 Tahun 

2023. Dan terahir syarat pendamping PPH yang terdapat dalam pasal 12 

Peraturan Mentri Agama Nomor 20 Tahun 2021 terlalu umum serta tidak ada 
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spesifikasi khusus. Ole ih kare ina iitu pe ineili itii meinyi impulakan bahwa 

pe ingaturan jamiinan produk halal beilum seipe inuhnya meinjamiin pe irli indungan 

hukum se ihiingga tiidak meimbeiri i ke imanfaatan hukum bagii masyarakat 

Iindone isi ia. 

2. Di itiinjau darii aspeik ke imanfaatan idealnya pe ingaturan jamiinan produk halal 

yaiitu, deingan mmemperjelas makna kata yang terdapat dalam pasal 4A 

Undang-undang 6 tahun 2023 dan di i rubah meinye isuai ikan deingan pasal 1 

point 10 Undang-undang Jamiinan Produk halal. Selain itu juga harus 

mengharmoniskan atau menselaraskan antara pasal 78 point 1, pasal 82, pasal 

83, dan pasal 84 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2021 dengan pasal 

42 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023. Dan juga syarat pendamping PPH 

yang terdapat dalam pasal 12 Peraturan Mentri Agama Nomor 20 Tahun 2021 

i ideilanya diitambah deingan Baliigh, mi iniimal umur 18 tahun, dan mi iniimal 

pe indiidi ikan SMA/SMK se ide irajat. Se ihi ingga pe iraturan meinge inaii jamiinan 

produk halal meinjadii i ideial diiti injau darii aspe ik ke imanfaatan dan beinar-beinar 

meimbe irii pe irliindungan hukum dan keimanfaatan bagii masyarakat.  

SARAN 

1. Se ibaiiknya ke itiika he indak meimbuat peiraturan baru teintang jamiinan produk 

halal, Pemerintah dan DPR selaku pembuat dari peraturan perundang-

undangan harus diipe irtiimbangkan deingan se imatang mungkiin, yai itu deingan 

meimpe irtiimbangkan darii ti iga aspeik, aspe ik ke ipastiian hukum, aspeik ke iadiilan 

hukum, dan aspeik keimanfaatan hukum. Dan juga harus meili ihat deingan 

ceirmat paraturan peirundang-undangan se ibe ilumnya agar tiidak teirjadii 

tumpang tiindi ih norma, seirta jiika ada peirubahan dalam peiraturan undang-

undang maka diiharapakan juga untuk se igeira meirubah peiraturan 

di ibawahnya meingiikuti i peirubahan peiraturan undang-undang yang baru. 

Se ihi ingga keitiika teirbi it peiraturan peirundang-undangan yang baru tiidak 

teirjadii tumpang tiindi ih seirta keitiika ada peirubahan peiraturan undang-undang, 

maka peiraturan diibawahnya sudah meingi ikutii de ingan peirubahan peiraturan 

yang baru. 
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2. Terjadinya pasal multitafsir, pasal yang tidak harmonis pada dasarnya sudah 

sering terjadi, oleih kare ina iitu pe irmasalahan jamiinan produk halal 

di iharapkan meinjadii yang te irahiir kaliinya. Pe irmasalah teirse ibut teilah di isadarii 

be irsama dan juga harus diipeirbaiiki i teirutama bagii pe ijabat yang beirwe inang. 

De ingan harapan keideipanya tiidak adalagii kasus tumpang tiindi ih norma yang 

teirjadii di i I indone isi ia. 
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